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 PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf  Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 





 ba b be ب
 ta t te ت
 (ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث
 jim j je ج
 (ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 kha kh ka dan ha خ
 dal d de د
 (żal ż zet (dengan titik di atas ذ
 ra r er ر
 zai z zet ز
 sin s es س
 syin sy es dan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain „ apostrof terbalik„ ع
 gain g ge غ
 fa f ef ؼ
 qaf q qi ؽ




 lam l el ؿ
 mim m em ـ
 nun n en ف
 wau w we ك
 ha h ha ق
 hamzah ʼ apostrof ء
 ya y ye ل
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah a a اَ 
 kasrah i i اَ 
 ḍammah u u اَ 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah dan yā‟ ai a dan i ٸَ 








Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
 ...  اََ | ...  لََ
fatḥah dan alif 
atau yā‟ 
ā a dan garis di atas 




ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 māta :  ماتََ
 ramā :  َرَمى
 qīla :    ق ْيلََ
 yamūtu : ََيْوتَ 
4. Tā‟ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
َألاَََؙرْكَضة ْطَفاؿ       : rauḍah al-aṭfāl 
َلة  al-madīnah al-fāḍilah :    اَلَمد َيْػَنة ََاْلفاض 




5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd (    ّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 rabbanā :   َربّناََ
 najjainā : ََنّْيناََ
 al-ḥaqq : اَلََقَّ
 nu“ima :   نعُّمََ
 aduwwun„ :  َعد كَّ
Jika huruf ل ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 






 (Alī (bukan „Aliyy atau „Aly„ :    َعل ىَّ
 (Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby„ : َعَربَّ
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اؿ 
(alif lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
سَ اَلّشمَْ    : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 (al-zalzalah (bukan az-zalzalah :     اَلزّلزَلة
 al-falsafah :   اَلَفْلَسَفة
 al-bilādu :  الَبلدََ    
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 ta‟murūna : أتْمر ْكفََ
 „al-nau :    الَنّػوْعَ 
 syai‟un :    َشْيءَ 
ْرتَ   ِ ـ   umirtu : أ
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 




akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
 billāh اب للَ  dīnullāh د ين َهللاَ 
Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-
Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
َْرمَحة َهللاَ   hum fī raḥmatillāh ه ْمَِف 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 





sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi„a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‟ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
Ḥāmid Abū) 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta„ālā 
saw.  = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 
a.s.  = „alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
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 Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Analisis perbandingan 
pemakzulan ABD RAHMAN WAHID menurut UUD 2945 dan Hukum Tata 
Negara Islam. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui tinjauan umum 
tentang pemakzulan 2) Mengetahui tinjauan umum pemakzulan menurut UUD 
1945 3) Mengetahui mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka ( library/ research), dengan 
metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 
syar‟i. Adapun sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari 
sumber hukum primer berupa buku-buku tentang keimigrasian, dan sumber 
hukum sekunder berupa pendukung yang relevan dengan permasalahan. Metode 
pengolahan data iyalah metode Induktif, Deduktif, Komparatif. Teknik analisis 
data yang di gunakan iyalah metode content analysis. Penelitian ini bersifat 
deskriptif analisis 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)Pemakzulan secara etimologis 
mempunyai dua arti pendakwaan, tuduhan; panggilan untuk melakukan 
pertanggung jawaban. 2) Hak angket merupakan hak konstitusional DPR 
sebagaimana mengatur dalam pasal 20A ayat (2) UUD 1945 sebagai wujud fungsi 
pengawasan DPR kepada dan Pemerintah huna tercapainya mekanisme saling 
control dan imbang (cheks and balances). 3) UUD 1945 pasca amandemen telah 
mengatur tentang mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden 
melalui beberapa pada tiga lembaga Negara yaitu DPR,MK, dan MPR. Untuk 
pertama kalinya. DPR melakukan penyidikan dengan menggunakan hak angket, 
selanjutnya DPR menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut 
atas pelaksanaan hak angket. Atas penggunaan hak menyatakan pendapat ini, 
DPR melakukan siding paripurna. 
 
Implikasi penelitian ini adalah: 1). Saran ini di tunjukan untuk lembaga 
tertinggi di indonesia, agar pemakzulan tidak terjadi lagi terutama bagi pemimpin 
negara Presiden dan/atau Wakil Presiden karna di setiap ada pemakzulan bisa 
terjadi perpecahan, belajar terhadap kasus yang menimpa Abdurrahman Wahid, 
setidaknya ada beberapa pelajaran yang menjadi perhatian khusus dalam hal 
 
xviii 
pemakzulan terhadap Presiden. 2) Ditunjukkan untuk Mahkamah konstitusi untuk 
adanya perubahan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi terkait memutus 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang 
dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 3). dimana putusan final dan 
mengikat Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat bagi DPR yang 
mengajukan tetapi juga mengikat bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan 







A. Latar Belakang 
 
Perubahan ketiga UUD 1945 mengalami perubahan diantaranya pasal 1 
dan ayat 3, poko isinya adalah: Negara indonesia ialah Negara Kesatuan, yang 
berbentuk Republik. Kedaulatan adalah ditangan rayat, dan dilaksanakan menurut 
UUD.
1
 Negara indonesia adalah negara hukum, dapat dipahami bahwa negara 
huum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk 




Pancasila sebagai filosofiche grodslag harus terimplementasikan dalam UUD 
1945, karena segala landasan bernegara dan bermasyrakat tercantum didalamnya 
(pancasila). Suatu produk hukum yang baik sudah tentu pasti sesuai dengan dasar 
filosofis,yuridi,dan sosial. Maka dari itu,Pancasila sebagai ide menjadi dasar 
pembentukan suatu produk hukum yang baik untuk indonesia.
3
 Menurut 
Lawrence Friedman, hukum yang baik harus memenuhi tiga unsur sistem hukum, 
yang terdiri dari struktur hukum (legal structu re), substansi hukum (legal 
substance), dan budaya hukum (legal culture). 
Bentuk pemerintahan dimana ada pemisahan yang tegas antara badan 
legislatif(perlemen) dengan badan eksekutif (fixed executive).                                                          
                                                          
1Republik Indonesia. Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 1 ayat (1). 
2Susilo Suharto. “ Kekuasaan Presiden RI dalam Periode Berlakunya UUD 1945” 
(Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006)  h. 161-162. 
3Yopi gunawan dan kristian. “Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum 




Jimly Asshiddqie mengatakan keuntungan sistem presidensial itu justru menjamin 
stabilitas pemerintahan dan juga dapat dipratekkan dengan menerapan sistem 
multi-partai yang dapat mengakomodasikan peta konfigurasi kekuatan politik 
dalam masyrakat yang dilengkapi dengan pengaturan konsititusional untuk 
mengurangi dampak negatif atau kelemahan dari sistem presidensial tersebut.
4
 
Secara teoritis, kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial 
sangat kuat dibandingkan dengan kedudukan perdana menteri dalam sistem 
parlementer. Hal itu wajar karena sistem presidensial dimaksudkan dan 
diharapkan untuk melahirkan suatu pemerintahan yang relatif stabil dalam janga 
waktu tertentu. Presiden hamya dapat dimakzulkan dalam masa jabatanya apabila 
melakukan pelanggaran hukum secara tegas diatur dalam konsititusi setiap negara. 
Berbeda dengan sistem parlementer, kepala pemerintahan atau perdana menteri 




Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (pasca amandemen) kedaulatan rakyat 
ditentukan dibagian secara horizontl dengan cara memisahkanya (sparation of 
power) menjadi kekuasaan yang diinstankan sebagai fungsi lembaga-lembaga 
negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan 
prinsip check and balaces. Dengan adanya prinsip chec and balances ini, 
kekuasaan negara dapat di kontrol dengan sebaik-baiknya sehingga 
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penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara bersangkutan dapat 
dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.
6
 
Jika terjadi keseimbangan kekuasaan akan menyebabkan terjadinya proses 
impeachment atau pemberhentian Presiden sebagai kepala lembaga Eksekutif 
yang didasarkan kepada alasan-alasan politis, yang bermula adanya mosi tidak 
percaya oleh lembaga legislatif. 
Menurut  Abdul Rasyid Thalib menyatakan bahwa pemberhentian dalam 
masa jabatan merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakuakn oleh presiden 
dan atau wakil presiden melakukan kesalahan terkait jabatanya sebagaimana 
diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen menurut Abdul Rasyid Thalib 
masih menimbulkan multitafsir. Beliau mencontohkan satu sisi Presiden dapat 
diberhentikan dalam masa jabatanya, pada sisi lainya Presiden dapat saja 
menyatakan dirinya berhenti (perytaan sepihak) atas permintan sendiri. 
Pamberhentian ir soekarno dan K.H. Aabdurrahman Wahid sebagai presiden 
dalam masa jabatanya dilakukan dengan sistem pertanggungjawaban, yang 
prosedurnya belum terperinci, tata cara pembuktian yang tidek jelas dan tidak 
konsisten, sekaligus dengan dasar-dasar pengambilan keputusan yang tidak tertib.
7
 
Indonesia tercatat telah mengalami beberapa kali pergantian Presiden 
secara tidak normal. Terdapat dua dari empat Presiden Republik Indonesia 
(Soekarno dan Abdurrahman wahid) yang diberhentiakan dari jabatanya sebelum 
berakhir masa jabatanya. Presiden Soeakarno dimakzulakan oleh Majelis 
permusywaratan Rakyat Sementara, setelah adanya memorandum Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tahun 1967 dengan dikeluarkanya TAP-
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MPRS-RI No XXX111/MPRS/1967. Kemudian pada 23 juli 2001, MPR-RI 
mengadakan sidang istimewa sehingga mengesahakan TAP MPR-RI Nomor 
11/MPR/2001 yang menyebabkan Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan 




Prosedur pemberhentian Presiden dan /atau Wakil Presiden dalam masa 
jabatanya sebagimana ketentuan pasal 7A diatur dalam ketentuan pasal 7B yang 
terdiri atas tujuh ayat, yaitu(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan 
ayat (7), pemberhentian Presiden dan /atau Wakil presiden disebutkan secara 
limitif dalam konsitusi, yaitu penghianatan terhadap negara, korupsi,penyuapan, 
tindak pidanaberat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
Selanjutnya pendapat DPR bahwa Presiden dan /atau Wakil Presiden telah 
melakukan penghianatan terhadap negara,korupsi,penyuapan, tindak pidana berat 
lain pembuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebgai Presiden dan 
Wakil Presiden selanjutnya akan di periksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah 
Konsitusi (MK) apakah pendapat DPR tersebut mempunyai landasan 
konstitusional atau tidak. Amar putusan MK atas pendapatn DPR tersebut 
sekurang-kurangya terdiri dari tiga kemungkinan. Pertama, amar putusan MK 
menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak 
memenuhi syarat. Kedua, amar putusan MK menyatakan membenarkan pendapat 
DPR apabila Presiden dan/ atau Wakil Presiden terbukti melakukan tindakan yang 
dituduhakan. Ketiga, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan ditolak 
                                                          
8Hamdan Zoelva. “Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian 








Ketentuan itu diterbelakangi oleh kehendak untuk melaksanakan prinsip 
saling mengawasi dan saling mengimbangi antara lembaga negara (DPR, Presiden 
dan MK) serta paham mengenai Negara hukum, sesuai dengan bidang 
kekuasaanya sebagai lembaga perwakilan, DPR mengusulakn pemberhentian 
Presiden dan atau/ Wakil Presiden dalam masa jabatanya, kemudian MK 
menjalankan proses hukum tersebut atas usul pemberhentian tersebut dengan cara 
memeriksa mengadili dan memutus pendapat DPR.
10
 
Sebagaimana kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam pasal 24C ayat (1) dan 
ayat (2) menggariskan kewenangan Mahkamah Konsitusi adalah berwenang 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhiri dan putusanya bersifat final untuk 
menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara 
yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 
partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu dan Mahkamah Konstitusi 
memiliki kewajiban memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 
pelanggaran Presiden dan /atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran 
hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana 
berat lainya atau perbuatan tercela, dan /atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
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Rumusan terinci dalam pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah 
salinan Pasa 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 7B ayat (1) sampai 
dengan ayat (5) UUD 1945 yang lebih dikenal dengan impeachment, karena 
adanya pemisahan antara 4 (empat) kewenangan Pasal  24C ayat (1) UUD 1945 
dengan ketentuan yang disebutkan dalam ayat (2) dimana dikatakan Mahkamah 
Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai 
dugaanpelanggaran Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melahirkan beberapa 
pertanyaan dengan tindak mengulangi kata putusan tingkat pertama dan terakhir 
yang bersifat final, dengan begitu apakah dengan adanya pemisahan tersebut 
menyebabkan hanya 4 (empat) kewenangan yang menjadi tugas Mahkamah 
Konstitusi, sedangakn kewajiban memutus pendapat DPR nukan merupakan 
kewenangan dan tidak disebutakan secara eksplisit bahwa putusan Mahakmah 
Konstitusi tkerhadap pendapat DPR tentang adanya pelanggaran Presiden dan/ 
atau Wakil Presiden tidak merupaakn tingkat pertama dan terakhir dan bersifat 
final, telah menyebabkan putkusan Mahkamah Konstitusi masih boleh di tinjau 
kembali dan tidak mempunyai kekuataan  mengikat secara Hukum. 
Dalam Islam pemberhentian pemimpin menurut Al-Mawardi, seseorang 
pemimpin dapat digeser dari kedudukanya sebagai Khalifah kalau ternyata sudah 
menyimpang dari keadilan, kehilangan panca indra atau organ tubuh yang lain 




Sedangkan kekuasaan diberiakn kepada umat. Artinya, umatlah yang diberi hak 
untuk menentukan siapa yang menjadi penguasa yang akan menjalankan 
kedaulatan syara-syara itu. Tentu saja, penguasa atau pemimpin yang dipilih harus 
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memenuhi kriteria yang telah ditetapkan syara-syara. Kepala negara tersebut harus 
memenuhi syarat sah (syutuh al-in‟iqad) harus Muslim, baliqh, berakal, laki-laki, 
merdeak, adil, dan mampu menjalankan tugas kekhilafahan. 
Abu Bakar ra, pernah menyatakan saya dtelah diangkat sebagai pemimpin kalian, 
tetapi saya buaknlah yang terbaik diantara kalaian, ia menyataakn bahwa 
kekuasaan itu bukanlah suatu kelebihan atau keistimewaan, melainakn pelayanan 
umum, yang dalam sebagian besar dianataranya ditemu kesulitan, kesusahan dan 
tanggung jawab.
13
. Abu Bakar sebagai seseorang pemimpin yang terbaik 
disebabakn ia adalah seorang bijaksana, shiddik, keimanan, kecerdasan dan 
menyebabkan beliau menjadi orang kedua samping nabi. 
Dalam ketentuan syara-syara, seorang khalifah hanya bisa memiliki kekuasaan 
melalui bai‟at. Sebagai pemimpin yang telah dibaiat oleh umat, mereka memiliki 
kekuasaan yang wajib ditaati. Terdapat banyak dalil yang menunjukakn wajibnya 
ketaatan kepada khalifah.  Bahwa dia pernah mendengarkan Rasulullah SAW 
bersabda : 
                                     
                         
 
Terjemahan: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi 
dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah 
pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil 
mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan 
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mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang 
zalim. 
Perubahan di dalam khalifah yang mengakibatkan dia harudiberhentikan itu ada 
dua: pertama: perubahan yang dapat secara lansung menurukan dia dari jabatanya, 
kehilangan hak-haknya dan tidak ada kewajiban umat untuk menaatinya lagi. 
Kedua: perubahan yang tidak secara lansung mengeluarkan dirinya dari jabatan 
Khalifah, namun secara syar‟i, dia tidak boleh melanjutkan jabatanya. 
Sesuai dengan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk  meneliti lebih 
jauh terkait praktek bagaimana “ANALISIS PERBANDINGAN 
PEMAKZULAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID MENURUT UUD 
1945 DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM” 
B. Fokus 
Adapun fokus penelitian di bawah ini : 
1. Pemakzulan  
Sebuah proses penjatuhan dakwaan oleh sebuah badan legislatif secara resmi 
terhadap seorang pejabat tinggi negara (terutama kepala negara dan/atau kepala 
pemerintahan. Tergantung pada negara yang bersangkutan, pemakzulan dapat 
berarti proses pendakwaan yang berujun pada pemecatan atau pelepasan jabatan, 
atau hanya merupakan peryataan dakwaan resmi semata yang mirip pendakwaan 
dalam kasus-kasus kriminal sehingga proses pemecatan tidak termasuk 
pemakzulan. 
2. Abdurrahman Wahid 
K.H Abdurrahman Wahid atau yang akrap disapa Gus Dur Adalah toko muslim 
Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi presiden indonesia yang keenpat 
dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggatikan Presiden B.J Habibie setelah dipilih 




pemerintahanya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan 
Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 oktober 1999 dan berakhir pada sidang 
istimewa MPR pada tahun 2001. 
3. UUD 1945 
Dinamika ketatanegaraan yang secara nyata menunjukkan korelasi antara dimensi 
hukum dan politik adalah proses pemberhentian presiden sebagai kepala negara. 
UUD 1945 hasil amandemen telah memuat secara khusus ketentuan- ketentuan 
mengenai pemberhentian presiden sebagai kepala negara, hal ini tentunya sangat 
baik dan jika kita mengacu kepada prinsip negara hukum yang dicita-citakan. 
Tulisan ini menjelaskan bahwa pengaturan mengenai pemakzulan dalam 
konstitusi adalah hal yang tepat dan sangat sesuai dengan prinsip negara hukum 
dan demokrasi, dan merupakan konsekuensi logis ketika kita ingin mewujudkan 
suatu pemerintahan yang stabil sesuai dengan praktik sistem pemerintahan 
presidensial. Diharapkan pemakzulan presiden yang hanya didasarkan alasan 
politis seperti terjadi dimasa lalu tidak akan terulang lagi. Meski demikian, aspek 
substansi dan mekanisme terkait pemakzulan yang kini sudah jauh lebih baik 
dengan pengaturan yang lebih jelas dan lengkap itu, kiranya tetap perlu terus 
dikaji secara dialektika akademis, utamanya terkait mengenai peran dari MPR 
dalam putusan akhir proses pemakzulan. Karena dalam suatu negara hukum, maka 
putusan terkuat, yang bersifat akhir dan mengikat adalah putusan hukum, yang 
dalam proses pemakzulan dikeluarkan oleh proses peradilan hukum di Mahkamah 
Konstitusi. 
3. Hukum Tata Negara Islam  
Hukum Tata Negara Islam adalah sebuah kajian hukum mengenai negara dalam 




negara, jadi bisa kita artikan bahwa hukum Tata Negara Islam ini mengkaji 
sebuah negara dengan teori islam yang didapati dari sebuah konsep-konsep negara 
islam baik dari masa Nabiullah Muhammad SAW samoai dengan kekhalifaan 
bani ummayah.  
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas mana yang menjadi pokok  masalah 
adalah bagaimana Analisis perbandingan pemakzulan presiden Abdurrahman 
Wahid menurut UUD 1945 dan Hukum Tata Negara Islam, sehingga submasalah 
dari skripsi ini, yaitu:  
1. Bagaimana latar belakang terjadinya pemakzulan (impeachment) Presiden 
Abdurrahman Wahid ?  
2. Bagaimana pandangan hukum terhadap pemakzulan presiden 
Abdurrahman Wahid menurut UUD 1945 ? 
3. Bagaimana pandangan hukum Tata Negara Islam tentang pemakzulan ? 
D. Kajian pustaka 
Bebarapa kajian penelitian tentang impleachment atau yang dikenal dalam UUD 
tahun 1945 pemberhentian presiden dan/atau Wail presiden memang telah banyak 
dilakukan oleh peneliti lainnya, namun karya ilmiah ini disusun dengan 
menggunakan berbagai perspektif tentang kajian mekanisme pemberhentian 
presiden dan/atau Wakil presiden dan tida melauan plagiat dari karya orang lain 
dan untuk menjaga keaslian judul yang akan penulis ajukan dalam skripsi ini perlu 
diuraikan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skipsi ini seperti : 
1. Penelitian dangan judul : Konstitusionalitas Pemberhentian Presiden 




Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta Tahun 2013, menjelaskan apakah proses pemberhentian 
(impeachment) Presiden Abdurrahman Wahid sesuai dengan konstitusi yaitu 
pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid mengalami banyak 
problamatika hukum, baik dari Presiden, DPR, MPR melakukan pembelanya 
masing-masing dengan dalil hukum yang berbeda pula Lembaga negara saling 
menunjukan kekuatanya, sehingga lobi politik sebagai jalan tengahpun gagal 
tercapai. Imbasnya adalah dengan pemberhentian presiden Abdurrahman 
Wahid. 
2. Penelitian dengan judul : Impeachment dalam pandangan Hukum positif 
ditinjau menurut prespektif Fiqih Siyasa, oleh A.R Syafri, jurusan siyasah 
jinayah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau tahun 2001. Meneliti tentang dasar hukum pelaksanaan 
impeachment serta bagaimana tinajuan dari fiqih siyasahnya, dalam 
penjelasanya bahwa faktor penyebab terjadinya impeachment pemakzulan 
dalam fiqih siyasah apabila dia murtad, gila parah yang tidak bisa 
disembuhkan, dan di taiwan oleh musuh yang kuat, yang tidak mungkin bisa 
melepaskan diri dari tawaran tersebut, Bahkan tida ada harapan untuk bebas. 
3. Penilitan dengan judul: Impeachment Presiden menurut UUD 1945 Hasil 
Amandemen dalam tinajauan Ketatanegaraan Islam, oleh irwanto Program 
Studi Jinayah Dan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah jakarta Tahun 2008. Meneliti bahwa mekanisme 
impecgment Presiden dan Wakil Presiden disebutkan secara limitatif dalam 
Konstitusi yaitu melalui proses di 3 lembaga negara secara lansung, yang 
pertama di lembaga DPR, setelah proses di DPR selesai maka akan 
dilanjutakn lagi di MPR guna mendapatakn hasul akhir aakn nasib Presiden 
dan/atau Wakil Presiden apakah Presiden diberhentikan atau tidak. 
4. Penilitian dengan judul: Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem 




Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Meneliti bahwa 
Indonesia adalah Negara Hukum yang menganut sistem pemerintahan 
presidensial yang artinya presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak 
dapat di jatuhkan karena rendahnya dukungan politik. 
5. Penilitian dengan judul: Pemakzulan (impeachment) Presiden dalam 
prespektif Hukum Tata Negara, Oleh Winarno Adi Gunawan, Meniliti bahwa 
sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan 
pasca perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). 
6. Penilitian dengan judul: Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pemakzulan Presiden 
Abdurrahman Wahid menurut Undang-Undang dasar 1945 sesudah 
Amandemen, Oleh Safitri Angelina Simanjuntak, Jurusan Hukum Publik 
Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya. Meniliti tentang pemahaman terhadap Hukum Islam, dalam 
penjelasanya,Bahwa syariah merupakan kumpulan asas-asas yang masih 
bersifat umum atau universal, tidak berisi aturan yang mendetail. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan  
Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi 
tujuan penelitian yaitu sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya pemakzulan (impeachment) 
Presiden Abdurrahman Wahid. 
2. Untuk mengetahui pandangan hukum terhadap pemakzulan presiden 
Abdurrahman Wahid menurut UUD 1945  
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Tata Negara Islam tentang 
pemakzulan 




Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat sebagai berikut. 
a. Secara Teoritis 
Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 
pimikiran dan literatur sebagai referensi bagi pihak yang ingin mengetahui lebih 
lanjut tentang analisis perbandingan pemakzulan presiden Abdurrahman Wahid 
menurut UUD 1945 dan hukum Tata Negara Islam. 
b. Secara Praktis 
1. Menambah dan memperkaya wawasan pengetahuan peneliti dalam 
karya ilmiah, dimana penulisan ini merupakan sarana untuk menerapkan dan 
memantapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima di bangku perkulihan. 
2. Dapat memberikan sumbangsi pemikiran kepada semua kalangan 
terkait pemakzulan yang terjadi terhadap Presiden Abdurrahman Wahid 
F. Metodologi Penilitian 
 Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan 
dengan komponen spesifikasinya dalam bentuk, tugas, metode, teknik dan alat. 
Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang 
dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah 
atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dengan 
demikian, metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu.  
A.   Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan menggunakan 
kepustakaan sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan 




perundang-undangan dan lainnya yang bertalian dengan permasalahan yang 
dikaji. 
B.   Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan 
pendekatan syar‟i. Pendekatan normatif yaitu pendekatan penelitian yang 
mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional maupun 
asas-asas hukum umum. Pendekatan syar‟i merupakan sebuah pendekatan yang 
bertujuan mendekati permasalahan dengan menggunakan al-quran dan hadis 
sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan asas-asas hukum yang 
berlaku dalam hukum Islam.  
C.   Sumber Data 
Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, sumber data yang digunakan 
dalam penelitian pustaka (library research) adalah data sekunder (secondary data). 
Data sekunder yang digunakan terdiri atas sumber hukum primer dan sumber 
hukum sekunder. 
Bahan hukum primer, yaitu yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain 
dari kitab undang-undang, buku-buku hukum administrasi negara, sumber bacaan 
media masa maupun sumber bacaan lainnya yang terkait. Sedangkan bahan 
hukum sekunder bersumber dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Dalam 





1. Kutipan langsung, yaitu langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain 
secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikit pun merubah susunan 
redaksinya. Mengutip pendapat dari sumber aslinya. 
2. Kutipan tidak langsung, yaitu merupakan kutipan tidak menurut kata-kata 
sesuai dengan yang dikutip, tetapi menurut pokok pikiran dan dinyatakan dalam 
kata-kata dan bahasa penyusun sendiri. Penulisan kutipan tidak langsung panjang 
dan pendek juga akan dibedakan untuk kepentingan kejelasan. 
D.   Metode Pengumpulan Data 
Dalam penulisan skripsi ini, diadakan penelitian terhadap sumber data dalam 
rangka pengumpulan data. Adapun sumber data yang dimaksud adalah “Library 
Research”, yaitu mengumpulkan data dengan jalan membaca literatur-literatur 
yang mempunyai keterkaitan dan relevansi dengan masalah pokok dan sub-sub 
masalah. Demikian pula penulis menggunakan metode “dokumentasi” yaitu 
mencari data mengenai hal-hal yang viable yang berupa catatan, transkrip, buku-
buku, salinan dan naskah asli, surat kabar, majalah dan sebagainya.  
E.   Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini bersifat kualitatif. Karenanya 
untuk mendapatkan rumusan yang diperlukan, penyusun mengolah data yang 
selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung 
pembahasan. Dalam mengolah data tersebut penyusun menggunakan metode: 
a. Metode Induktif, yaitu penulis menganalisis data yang bersifat khusus, 




b. Metode Deduktif, yaitu penulis menganalisis data yang bersifat umum dan 
selanjutnya mengambil keputusan yang bersifat khusus. 
c. Metode Komparatif, yaitu penulis membandingkan setiap data yang diperoleh 
baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus untuk selanjutnya ditarik 
suatu kesimpulan.  
2. Analisis Data 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 
conten analysis yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk menarik sebuah 
kesimpulan usaha-usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara 
obyektif dan sistematis. Metode conten analysis mengindikasikan sejumlah ciri, 
pertama teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancang, 
kedua proses sistematis dan kategorisasi, yakni memproses teks secara sistematis 
dan kemudian memilah mana yang termasuk suatu kategori dan mana yang tidak 
termasuk berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, ketiga proses analisa, dalam 
proses analisa ini haruslah mengarah kepada pemberian sumbangsih dan relevansi 
teoritis. 
Dan juga dalam proses ini haruslah berdasarkan pada deskripsi yang 
dimanifestasikan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Diskriptif artinya 
menemukan fakta-fakta seadanya (fact finding). Penemuan gejala-gejala ini tidak 
sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi juga termasuk usaha-usaha 
mengemukakan hubungan satu gejala dengan gejala yang lain didalam aspek-
aspek yang tengah diselidiki. Sementara yang dimaksud analitis adalah ikhtiar 
memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala-




suatu gejala, menilai suatu gejala, dan kemudian menetapkan hubungan antara 
gejala-gejala yang ditemukan. Dalam menganalisa data, penulis juga 
menggunakan metode komparatif deduktif, yaitu mengolah data yang ditemukan 
dari sumber data, baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan situasi dan 
faktor-faktor yang diselidiki, kemudian faktor-faktor tersebut dibandingkan satu 








           BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMAKZULAN 
A. Pengertian pemakzulan 
1. Pengertian Pemakzulan 
Pengertian pemakzulan secara etimologis mempunyai dua arti, 
pendakwaan,   tuduhan: panggilan untuk melakukan pertanggung jawaban. Dalam 
Black‟s again Dictionary mendefinisikan pemakzulan sebagai ; A ceiminal 
proceeding againts a public officer, before a quasi political court, instituted by a 
write accusation called articles of pemakzulan” sebuah prosedur pidana terhadap 
petugas apublic, (sebelum pengadilan politik kuasi, yang ditetapan oleh sebuah 
tuduhan tertulis yang disebut artikel pemakzulan). Sementara pengertian 
pemakzulan dinyataan sebagai; the act (by legislative) of calling for the removel 
from officer of public official, accomplished by presenting a writen charge of the 
official‟s alleged misconsuct” (tindakan legislatif menyerukan penghapusan dari 
kantor pejabat publik, dilakukan dengan menghadiran muatan tertulis dari 
kesalahan yang dituduhan pejabat tersebut).
14
 
Jika dihubungan dengan kedudukan seorang pejabat kepala negara atau 
kepala pemerintah, pengertian pemakzulan tersebut secara terminologis berarti 
pemanggilan atau pendakwaan yang dilakukan oleh lembaga legislatif kepada 
pejabat publik untu dimintai pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran 
huum yang dilakukan dalam masa jabatannya. 
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Menurut Jimmly Asshiddiqie, pemakzulan berasal dari bahasa dari bahasa 
inggris yaitu “to impeach” dalam kamus bahasa inggris maupun kamus-
kamuskhukum to impeach artinya memanggil atau mendakwa untuk meminta 
pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukannya 
dalam masa jabatan. Dengan demikian penggunaan pranata pemakzulan dalam 
sistem hukum yang sering digunakan terutama menurut hukum tata negara lebih 
diproyeksikan pada ketentuan pelanggaran hukum yang tidak hanya disebebaan 
karena faktor politi.  Mesikpun dalam praktik pelaksanaan pratana pemakzulan itu 
ditujukan bukan hanya kepada kekuasaan presiden sebagai kepada negara atau 
kepala pemerintahan melainkan setiap jenjang jabatan yang ada pada struktur 
pemerintahan negara baik negara yang berbentuksistem presidensiil maupun 
parlementer 
Jimmly Asshiddiqi menyatakan bahwa pemakzulan bukan merupakan 
turunannya, berhenti atau dipecatnya psiden atau pejabat tinggi negara dari 
jabatannya. Sesungguhnya arti pemakzulan sendiri merupaan tuduhan atau 
dakwaan sehingga pranata pemakzulan lebih menitikberakan dalam hal prosesnya 
dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya presiden atau pejabat 
tinggi negara dari jabatannya.
15
 Hal ini berlaku pada sistem pemerintahan baik 
pemerintahan itu presidensiil maupun parlementer. Karena secara historis praktik 
pemakzulan itu untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan invidu-individu yang 
“powerfull” yang diduga terkait kasus korupsi atau hal-hal yang buakan 
merupakan kewenagan pengadilan konvensional. 
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Batasan hukum tentang istilah pemakzulan menurut Munir Fuady dalam 
bukunya Teori Negara Hukum Modern (Rechsstaat) menyatakan bahwa model 
penyebutan istilah “kesalahan berat” yang dapat dijadikan dasar bagi suatu proses 
pemakzulan, diantaranya terdapat istilah-istilah sebagain berikut: 
1. Melakukan kesalahan berat. 
2. Melangga haluan negara sebagaimana yang berlaku di Indonesia 
sebelum UUD 1945 amandemen 
3. Melakukan penghianatan (treason), suap menyuap (bribery), dan 
kelalaian serta kejahatan berat lainnya  sebagaimana yang terdapat 
dalam konstitusi federal Ameria Serikat. 
4. Melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang serius (serious abuse 
of power). 
5. Melakukan penghianatan yang serius (a gross breach of trust).16 
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen Pasal 7A, 
pemakzulan dapat dilakukan terhadap presiden dan/atau wakil presiden 
berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: 
1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap 
negara. 
2. Telah melakukan korupsi. 
3. Telah melakukan penyuapan. 
4. Telah melakukan tindak pidana berat lainnya. 
5. Telah melakukan perbuatan tercela. 
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2. Sejarah Pemakzulan 
  Di Indonesia telah terjadi dua kali peristiwa pemberhentian presiden 
sebelum masa jabatanya berakhir, meskipun tidak secara esksplisit menyebut kata 
impeachment ataupun pemakzulan, namun secara dinamika ketatanegaraan dapat 
dikatakan bahwa peristiwa tersebut adalah pemakzulan. 
Sebelum perubahan UUD 1945 Indonesia memang tidak mengenal secara 
eksplisit dan redaksional mengenai kata impeachment, baik dalam konstitusi 
maupun peraturan perundangk-undangan yang berlaku, namun mengenal 
ketentuan mengenai pemberhentian presiden dan/ atau wakil presiden, maka 
kemudian proses terkait pemberhentian presiden dan atau wakilnya lah yang kita 
sebut sebagai  dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. 
Sepanjang  perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia telah terjadi 
pemberhentian presiden sebanyak dua kali yaitu pada masa Presiden Soekarno 
dan Presiden Abdkurrahman Wahid. Hal yang menjadi penyebab terjadinya 
peristiwa ketatanegaraan tersebut ialah sengketa antara dua lembaga negara yakni 
DPR yang di satu sisi berhadap-hadapan dengan presiden di sisi lain. 
a. Presiden Soekarno 
Sejarah mencatatk perseteruan antara DPR dengan presiden di indonesia yang 
pertama kali terjadik adalah pada tahun 1966-1967 dimana Presiden Soekarno 
memberi progress report kepada MPRS. Secara de facto,  perkembangan situasi 
kenegaraan yang terjadi pada waktu itu memang tidak memihak  kepada Presiden 
Soekarno sangat Kecil atau hampir habis. Sehingga dalam sidang istimewa MPRS 
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tahun 1967, MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari tangan 
Presiden Soekarno dengan ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, hanya 
dengan alasan mayoritas anggota MPRS tidak menerima pidato pertanggung 
jawaban Presiden Soekarno, yang dinamainya Nawaskara, mengenai sebab-sebab 
terjadinya terjadinya peristiwa G 30S/PKI.
18
 Meskipun tidak ada aturan yang jelas 
mengenai impeahment pada saat itu, dan karenanya penarikan mandat oleh MPRS 
terhadap Presiden Soekarno sangat terbuka untuk di perdebatakn, jatuhnya 
Presiden Soekarno menunjukan bahwa dalam praktik ketatanegaraan indonesia 
pernah terjadi pemakzulan terhadap presiden.
19
 
b. Presiden Abdurrahman Wahid  
Perseteruan antara DPR dengan  Presiden  yang  kedua  kalinya terjadi Pada tahun 
2001 dimana antara DPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 dengan Presiden  
Abdurrahman Wahid yang diangkat oleh MPR hasil Pemilu 1999 mengalami 
perseteruan yang berlanjut mosi tidak percaya DPR atas Presiden abddurahman 
Wahid. Dengan argumen Presiden Abdurrahman Wahid dinilai telah melakukan 
pelanggaran dukum dan konstitusi , para anggota DPR kemudian mengajukan 
usulan memorandum yang memang diatur oleh TAP MPR Nomor III/MPR/1978. 
Memorandum  kepada presiden itu untuk meminta keterangan dalam  kasus 
Bullogate dan  Bruneigate. Keterangan yang disampaikan  oleh presiden dalam 
memorandum pertama ditolak oleh mayoritas anggota DPR yang berakibat harus 
dilakuakan memorandum kedua. Namun  pada  Memorandum kedua ini 
keterangan presiden tetap ditolak oleh mayoritas anggota DPR. Dalam situasi 
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yang seperti itu, Konflik politik antara presiden dan DPR menjadi tajam dalam 
posisi politik yang semakin terjepit dan kelanjutan kekuasaanya terancam, 
Presiden Abdurrahmah Wahid pun lalu mengambil langkah politik mengeluarkan 
Dekrit Presiden yang menyatakan membubarkan parlemen dan akan segera 
melakukan pemilihan umum. 
B. Tinjauan Umum Pemakzulan Menurut UUD 1945   
1. Penggunaan Hak Angket oleh DPR 
Hak angket merupakan hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam 
pasal 20A ayat (2) UUD 1945 sebagai wujud fungsi pengawasan DPR kepada dan 
Pemerintah guna tercapainya mekanisme saling kontrol dan imbang (checks and 
balances). Penggunaan hak angket adalah hak untuk melakukan penyilidikan 
terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas 




Penggunaan hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) 
orang anggota DPR dan lebih dari 1 (fraksi). Pengusulan ha. Angket disertai 
dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangya materi kebijakan dan/ atau 
pelaksanaan undang-undang yang akan di selidiki dan alasan penyelidikan. Usul 
yang demikian menjadi hak angket DPR yang lebih dari ½  ( satu perdua) jumlah 
anggota DPR berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak usulan 
penggunaan hak angket. Selanjutnya, apabila usulan diterima maka DPR 
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membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR dengan 
keputusan DPR. 
Setelah penyidikan yang dilakukan panitia angket ini selesai, maka 
melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPR paling lama 60 
(enam puluh) hari sejak dibentukya panitia angket. Selanjutnya DPR menggelar 
sidang paripurna dengan agenda kesimpulan atas penyidiaan  melalui fraksi-fraksi 
Keputusan DPR harus mndapat perdetujuan dari rapat paripurna DPR yang 
dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPR dan putusan diambil 
dengan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPR yang hadir. 
Hak selanjutnya yang nerupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh 
DPR adalah hak mrenyatakan pendapat. Apabila ketentuan pasal 7B UUD 1945 
junco Pasal 177 UU Nomor 27 Tahun 2009 dicermati, maka terdapat keganjilan 
maksud antara hak angket dan hak yang menyatakan pendapat, yaitu secara 
substansi rapat paripurna DPR untuk keputusan hak angket merupakan wujud 
penggunaan hak menyatakan pendapat, karena dalam hal ini masing-masing fraksi 
diper-kenankan menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan DPR atas 
penyelidikan dengan menggunakan hak angket. 
Namun dalam perspektif UU Nomor 27 Tahun 2009, hak menyatakan 
pendapat merupakan tindak lanjut pelaksanaan hak angket.
21
 Hal menyatakan 
pendapat diusulkan paling sedikit oleh 25 (dua puluh lima) anggota DPR. 
Keputusan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat 
persetujuan dari rapat paripurna DPR yang di hadiri paling sedikit ¾ (tiga 
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perempat)  dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil  dengan persetujuan 
paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir. 
DPR berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak usulan hak 
menyatakan pendapat. Apabila usulan diterima maka DPR membentuk panitia 
khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR dengan keputusan DPR. Namun 
DPR menolak usul hak menyatakan pendapat, maka usul menggunakan hak 
menyatakan pendapat tidak dapat diajukan kembali. Kemudian panitia khusus 
melapokan melaksanakan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 
bulan hari sejak dibentuknya panitia khusus. Rapat paripurna DPR mengambil 
keputusan terhadap laporan panitia khusus. Rapat paripurna DPR memutuskan 
terhadap laporan khusus. Ketika dalam rapat paripurna DPR memutuskan 
menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa Presiden dan atau 
Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pidana berat lainya, atau 
perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syrat sebagai Presiden dan, atau 
Wakil Presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan 
pendapat kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam hal DPR mengajukan permintaan 
kepada MK atas dugaan pelanggaran yang dilakukan olrh Presiden  dan/ atau 
Wakil Presiden, maka harus berhasil mendaptkan dukungan sekurang-kurangya 
2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 
sekurang-kurangya 2/3 dari jumlah anggota DPR.
22
 
Setelah DPR berhasil membawa Presiden dan/ atau Wakil Presiden kepada 
MK, maka MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya 
paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permintaan DPR diterima 
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didaftrakan di kepanitraan MK. Namun, segala keterangan yang diberikan kepada 
Panitia Angket tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam peradilan terhadap 
saksi atau ahlui itu sendiri yang meberikan keterangan atau terhadap orang lain, 
termasuk dalam persidangan di MK. 
C. Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden 
UUD 1945 pasca amandemen telah mengatur tentang mekanisme    pemakzulan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui beberapa pada tiga lembaga negara, 
yaitu DPR,MK, dan MPR. Untuk pertama kalinya.
23
 DPR melakukan penyidikan 
dengan menggunakan hak angket, selanjutnya DPR menggunakan hak 
menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut atas pelanksanaan hak angket. Atas 
penggunaan hak menyatakan pendapat ini, DPR melakukan sidang paripurna. 
Sidang paripurna harus dihadiri 2/3 dari anggota DPR yang hadir. Permohonan 
diajukan oleh DPR atas dugaan pelanggaran konstitutsi oleh Presiden dan/atau 
Wakil Presiden untuk selanjutnya paling lama sembilan puluh hari setelah 
permohonan DPR diterima oleh MK, maka MK wajib memeriksa,mengadili,dan 
memutus konstitusionalitas Presiden dan/atau Wakil Presiden atas dugaan DPR 
tersebut. 
Setelah MK memutus Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah dengan 
melanggar hukum dan konstitusi, maka DPR menyelnggarakan sidang paripurna 
untuk mwnuruskan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada 
MPR. Selanjutnya, MPR wajib menggelar sidang paripurna untuk memutus usul 
DPR untuk pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden paling lambat 
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30(tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul DPR. Keputusan pemberhentiaan di 
MPR dilakukan dengan cara voting oleh anggota MPR. Sebelum pemberhentian, 
Presiden dan/atau Wakil Presiden mempunyai hak menyampaikan penjelasan di 
depan sidang paripurna MPR. 
 Pemberhentian Presiden Soekarno tidak lepas dari G-30S/PKI tahun 1965. Yaitu 
sebuah percobaan kudeta yang dilakukan oleh partai komunis indonesia (PKI).
24
 
Peristiwa itu ditandai oleh pembunuhan oleh beberapa jenderal dan perwira tinggi 
Angkatan Darat pada malam hari tanggal 30 september atau dini hari tanggal 1 
Oktobwe 1965. Suhu politik yang tinggi terjadi diseluruh tanah air, menyusul 
peristiwa tersebut yang menyulunut tuntunan yang besar kepada Presiden 
Soekarno untuk segera membubarkan PKI dan meminta pertanggung jawaban 
Presiden Soekarno. 
Begitu pula dengan pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid , Proses 
pemberhentian Presiden diawali oleh maraknya polemik di media masa mengenai 
dana Yanatera Bulog sebesar Rp. 35 Milyar dan dana bantuan Sultan Brunei 
Darrusalam sebesar $ 2 Juta yang mengaitkan nama Presiden Abdurrahman 
Wahid. Hal ini kemudian memicu 236 Anggota DPR untuk mengajukan usul 
penggunan hak mengadakan penyelidikan terhadap kedua kasus tersebut. Pada 
akhirnya, Presiden Abdurrahman Wahid pun dapat dijatuhkan dengan mudah dari 
jabatanya oleh MPR. 
 Sampai saat ini, pemakzulan terhadap Presiden Soekarno dan Presiden 
Abdurrahman Wahid masih menimbulkan pro dan kontra dalam perspektif politik 
dan hukum karena ketidakjelasan pengkaidahan dalam UUD 1945 dan instrumen 
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 Oleh karena itu, pasca amandemen UUD 1945 
telah diatur ketentuan yang berkaitan dengan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden, yaitu Presiden tidak lagi dapat diberhentikan dengan mekanisme politik, 
yang mana Presiden dan/ atau Wakil Presiden baru dapat diberhentikan oleh MPR 
apabila terungkap fakta pelanggaran hukum dalam persidangan di MK, dan 
diputus oleh MK bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah dengan 
melanggar hukum. Di samping itu, ketentuan mekanisme pemakzulan dalam 
UUD 1945 pasca amandemen merupakan wujud penguatan terhadap sistem 
pemerintahan presidensiil, serta Presiden dan/atau Wakil Presiden ketika dalam 
masa jabatannya, serta Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat melaksanakan 
tugas dan kewajiban kenegaraan sampai akhir jabatan. Sehingga DPR dan MPR 
tidak dapat berbuat sewenang-wenang dalam menjatuhkan Presiden dan/atau 
Wakil Presiden yang hanya dengan alasan politik.  
Keputusan  MPR sehubungan dengan usul pemakzulan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden bukan putusan justisil (peradilan) tetapi keputusan politik (politieke 
beslissing). Pemeriksaan dalam rapat paripurna MPR terhadap Presiden dan/atau 
Wakil Presiden bukan persidangan justisil tetapi merupakan forum politik 
ketatanegaraan.
26
  Pemeriksaan atas usul pemakzulan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden bukan bagian dari ranah kekuasaan kehakiman, sebagaimana termaktub 
pada Pasal 24 UUD 1945. Manakala rapat paripurna MPR kelak memakzulkan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden maka keputusannya sebatas removal from the 
office, yakni memakzulkannya dari jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
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Keputusan MPR tidak memuat sanksi pidana dan semacamnya. Hal penyidikan 
dan penuntutan daripadanya terpulang pada pemerintahan baru yang 
menggantikannya. 
 Sebagaimana lazimnya, berlangsungnya suatu proses politik 
ketatanegaraan, seperti halnya dengan pemeriksaan perkara pemakzulan Presiden 
dan/atau Wakil Presiden, maka proses daripadanya turut ditentukan oleh dinamika 
politik yang berkembang di gedung Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Tidak 
cukup dengan sekadar menghitung syarat kuorum: sekurangkurangnya 2/3 dari 
jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR guna pengajuan Pendapat DPR 
kepada Mahkamah Konstitusi tentang adanya incasu pelanggaran hukum yang 
dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden, juga tidak cukup sekadar 
menghitung syarat kuorum berlangsungnya rapat paripurna MPR yang harus 
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR (DPR+DPD) dan 
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir guna 




 Hal yang kiranya turut menentukan berlangsungnya proses ketatanegaraan 
dimaksud, adalah berapa banyak anggota MPR yang berasal dari partai politik 
pendukung Presiden dan/atau Wakil Presiden termasuk parpol koalisinya yang 
masih setia dan berapa jumlah anggota MPR yang merupakan oposisi di 
parlemen. Diperlukan sikap kenegarawanan di kala pengambilan keputusan 
pemakzulan, tidak boleh didasarkan pada dendam kesumat politik. Apapun 
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keputusannya, harus senantiasa didasarkan belaka pada kepentingan dan 
kemaslahatan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan di negeri ini 
 Oleh karena itu, keputusan MPR kelak bisa saja tidak memakzulkan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden walaupun sebelumnya Mahkamah Konstitusi 
telah memutuskan hal terbuktinya Pendapat DPR. Manakala rapat paripurna MPR 
menerima baik penjelasan Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 7B ayat (7) UUD 1945, niscaya MPR tidak memakzulkan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden.
28
 Bukan berarti keputusan politik 
menyampingkan putusan justisil tetapi hal pemakzulan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden merupakan kewenangan MPR, bukan kewenangan peradilan. 
 Sebagaimana lazimnya, berlangsungnya suatu proses politik 
ketatanegaraan, seperti halnya dengan pemeriksaan perkara pemakzulan Presiden 
dan/atau Wakil Presiden, maka proses daripadanya turut ditentukan oleh dinamika 
politik yang berkembang di gedung Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Tidak 
cukup dengan sekadar menghitung syarat kuorum: sekurangkurangnya 2/3 dari 
jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR guna pengajuan Pendapat DPR 
kepada Mahkamah Konstitusi tentang adanya incasu pelanggaran hukum yang 
dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden, juga tidak cukup sekadar 
menghitung syarat kuorum berlangsungnya rapat paripurna MPR yang harus 
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR (DPR+DPD) dan 
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir guna 
pengambilan Keputusan MPR atas usul pemakzulan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden.  
                                                          
28




Hal yang kiranya turut menentukan berlangsungnya proses ketatanegaraan 
dimaksud, adalah berapa banyak anggota MPR yang berasal dari partai politik 
pendukung Presiden dan/atau Wakil Presiden termasuk parpol koalisinya yang 
masih setia dan berapa jumlah anggota MPR yang merupakan oposisi di 
parlemen.
29
 Proses fungsi pengawasan dari DPR dan MPR dalam rangka usul 
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dimulai dari hak menyatakan 
pendapat yang dimiliki oleh setiap anggota DPR. Mekanisme pengajuan hak 
menyatakan pendapat ini diatur dalam pasal 182 sampai dengan pasal 188 
Peraturan Tata Tertib DPR (Keputusan DPR nomor 15/DPR RI/I/2004-2005).
30
 
Diperlukan sikap kenegarawanan di kala pengambilan keputusan 
pemakzulan, tidak boleh didasarkan pada dendam kesumat politik. Apapun 
keputusannya, harus senantiasa didasarkan belaka pada kepentingan dan 
kemaslahatan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan di negeri ini.
31
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PEMAKZULAN DALAM TATA NEGARA ISLAM 
A.Pengertian Pemakzulan Dalam Tata Negara Islam 
   1. Kekuasaan Presiden  
Presiden merupakan suatu jabatan personal yang memiliki jabatan tertinggi dalam 
suatu negara, dan hanya di isi oleh seorang saja, tidak seperti lembaga kekuasaan lain 
yang mempunyai beberapa fungsi dan tugas
32
. Asal kata Presiden ialah dari bahasa latin, 
yaitu “praesidere” yang berarti pemimpin. Bukan raja sebagaiman pada sistem 
pemerintahan monarki
33
. Pada masa sekarang, lembaga eksekutif (presiden) didalam 
negara konstitusional mempunyai lima kekuasaan
34
 , yang dirangkas sebagai berikut: 
a. Kekuasaan Diplomatik, yaitu berkaitan dengan hubungan luar negeri 
b. Kekuasaan Administratif, berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan 
administrasi negara. 
c. Kekuasaan Militer, hal ini berkaitan dengan organisasi bersenjata dan 
pelaksanaan perang. 
d. Kekuasaan Yudikatif, menyangkut member pengampunan dan penangguhan 
hukuman terhadap narapidana. 
e. Kekuasaan Legislatif, yaitu mengenai penyusunan rancangan undang-undang 
dan pengesahan undang-undang. 
Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah di bidang eksekutif, yang diatur 
dalam Bab III Pasal 4 ayat 1 UUD 1945
35
, yang berbunyi: “Presiden Republik Indonesia 
memgang kekuasan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Secara eksplisit, 
kekuasaan pemerintah negara diatur pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 UUD 1945.  
Berikut adalah bunyi setiap pasal dari kapasitas presiden sebagai pemegang kekuasaan 
di bidang eksekutif: 
Pasal 10 UUD 1945, berbunyi: “Presiden memegang kekuasaan yang 
tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”. Pasal 11 UUD 
1945, berbunyi: 
(1)Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat     menyatakan 
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 
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(2)Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainya yang 
menibulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang 
terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan 
perubahan atau pembentukan undang-undang harus persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat. 
 Pasal 12 UUD 1945, berbunyi: “Presiden menyatakan keadaan bahaya, 
Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-
undang”. 
Dapat diketahui bahwa dari Pasal 10 sampai dengan pasal 12 merupakan 
kekuasaan presiden dalam bidang militer dan sebagai kepala negara. Hal ini 
menjadikan presiden sebagai pemimpin komando dalam menjaga stabilitas 
pertahanan dan keamanan NKRI. Pasal 14 UUD 1945, berbunyi: 
(1)Presiden mengangkat duta dan konsul   
(2)Dalam hal mengangkat duta, presiden meperhatikan peretimbagan 
Dewan Perwakilan Rakyat 
(3)Presiden menerima duta negara lain dengan memperhatikan 
pertimbagan  Dewan Perwakilan Rakyat. 
Pasal 14 UUD 1945, berbunyi:  
(1)Presiden meberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatiakan 
pertimbangan Mahkamah Agung. 
(2)Presiden memberi amnesti dan abolasi dengan memperhatikan 
pertimbagan Dewan Perwakilan Rakyat. 
Pasal 15 UUD 1945, berbunyi: “Presiden memberi gelar. Tanda jasa, dan lain-
lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang”. 
Pasal 16 UUD 1945, berbunyi:  
“Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan 
nasehat dan pertimbanagn kepada presiden , yang selanjutnya diatur dalam undang-
undang”. 
Pasal 17 UUD 1945, berbunyi: 
(1)Presiden dibantu oleg menteri-menteri negara 
(2)Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
(3)Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan  
(4)Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementian negara diatur 
dalam undang-undang 
Presiden juga berhak dalam mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang ketika terjadi kegentingan yang memaksa. Sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: ”Dalam hal ihwal 
kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang.” 
Pasal 13 sampai 17, serta Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 merupakan 
kekuasaan presiden yang mencakup tentang proses pelaksanaan tugas di bidang 
pemerintahan. Namun, dapat dilihat dari beberapa pasal, seperti Pasal 11 Ayat (1) 
dan (2), Pasal 13 Ayat( 2) dan (3), Pasal 14 Ayat (1), terdapat kata “Persetujuan” 




oleh DPR (legislative heavy), sehingga presiden sebelum bertindak harus melalui 
DPR terlebih dahulu. 
2. Kekuasaan khalifah  
Secara umum, khalifah dalam Al-Qur‟an oleh para ulama diartikan sebagai 
pengganti dari generasi sebelumnya dan pengganti dari penguasa sebelumnya untuk 
26 menguasai muka   bumi
36
. Dari kedua hal tersebut, dapat dipahami bahwa 
penggantian tersebut merupakan aturan yang dilakukan Allah swt. Agar penerusnya 
dapat tetap taat dan patuh terhadap aturan Allah swt. Serta menegakkan aturan 
hukum yang adil bagi masyarakat. Sebagaimana seorang presiden dalam 
ketatanegaraan modern, khalifah merupakan jabatan pemegang kekuasaan tertinggi 
ummat Islam dalam menyeru dan menjalankan syariat Islam. 
Jabatan khalifah dalam sebuah pemerintahan Islam merupakan posisi 
tertinggi dalam memimpin ummat Islam untuk dapat memberikan terkait kebijakan, 
kesejahteraan, serta keadilan dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya 
sebagai pengganti di muka bumi, khalifah haruslah mempunyai jiwa kepemimpinan 
yang baik, serta memiliki moral yang bagus. Dengan memiliki sifat tersebut, maka 
secara otomatis masyarakat yang dipimpinnya juga akan mengikuti sifat tersebut, 
jika dilakukan dengan konsisten. Selain itu, untuk dapat menjaga dan mengelola 
keutuhan agama Islam, pemerintahan, kedaulatan negara, serta sumber daya 
manusia dan alam maka khalifah sebagai kepala negara harus memiliki kemampuan 




Khalifah sebagai kepala negara dalam proses menjalankan roda 
pemerintahannya, tak bisa hanya melakukannya dengan sendiri saja, ia 
membutuhkan lembaga-lembaga negara yang dapat membantunya dalam melayani 
masyarakatnya serta menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat 
dan negara. Seperti jabatan sebagai Wazir, yaitu pembantu khalifah. Wazir ini 
terbagi dua, pertama adalah Wazir Tafwidhi, yaitu pembantu khalifah dalam bidang 




Selain Wazir, jabatan Qadhi sebagai hakim untuk menyelesaikan 
perkaraperkara yang ada dalam negara dan masyarakat, serta perkara antara 
masyarakat dengan negara. Terdapat tiga bagian hakim untuk dapat menyelesaikan 
perkara tersebut, yaitu: 
a.Qadhi yang menyelesaikan dan memutuskan perkara muamalat.  
b.Qadhi yang menyelesaikan dan memutuskan perkara pidana yang 
membahayakan orang banyak yang perlu dilakukan dengan cepat. 
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c. Qadhi yang mengajukan sengketa antara masyarakat dengan negara, 
serta menguji dan memutuskan legalitas perundang-undangan dan undang-
undang dasar atau konstitusi
39
.  
Pada hakikatnya khalifah sebagai kepala negara mempunyai kekuasaan 
yang menyeluruh, baik untuk memberi kemashlahatan umum sehingga 
masyarakatnya dapat sejahtera, aman, damai, dan tenteram. Akan tetapi, kesemua 
hal tersebut hanya dapat dilakukan jika khalifah memiliki pembantu untuk dapat 
menjalankan cita-cita yang diinginkan masyarakatnya. 
3.Bentuk-Bentuk Pemerintahan 
Beberapa pendapat ahli mengemukakan bahwa bentuk-bentuk 
pemerintahan sama pengertiannya dengan bentuk-bentuk negara
40
.  Juga terdapat 
pula pendapat yang membedakan kedua hal tersebut. Namun seyogiyanya, kedua 
hal tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah negara 
dan pemerintahan, karena ketergantungan tipe negara yang dianut oleh setiap 
negara mempengaruhi sistem pemerintahannya, begitu pula sebaliknya. 
Zaman Yunani Kuno merupakan zaman yang banyak ahli filsafat dan 
negara muncul, salah satunya adalah plato. Plato berpendapat bahwa suatu bentuk 
negara dapat dilihat dari bentuk pemerintahanya, sedangkan bentuk dan proses 
pemerinthanya berdasarkan sifat dari pimpinan kepala negara. Terdapat lima bentuk 
karekteristik negara yang dipaparkan oleh Plato secara struktur, pertama yaitu 
aristkrasi, bentuk negara ini dipimpin oleh para orang-orang cerdas dan pintar 
(kaum cendikia). Setelah kaum ini habis masanya karena keturunan yang kurang 
beratnggung jawab dalam memegang kekuasaan , maka bentuk timokrasi menjadi 
fase selanjutnya, yaitu bentuk negara yang pemimpinya memiliki kekuasaan untuk 
hanya kepentingan dirinya sendiri, tidak untuk khlayak umum. Kemudian puncak 
dari fase bentuk negara tinrokrasi adalah oligarki, yaitu bentuk negara yang 
menyengsarakan rakyatnya oleh kareni pemimpin atau kepala negara yang rakus 
kepentingan untuk diri sendiri. Setelah rakyat yang tertindas sadar akan haknya, 
maka rakyat melakukan perlawanan dan mengambil ahli posisi kekuasaan yang ada 
dalam negara. Bentuk negara ini disebut demokrasi. Akan tetapi, bentuk negara ini 
dapat menjadi negara anarki jika kebebasan dan kemerdekaan menjadi bebas tanpa 
ada batas tertentu. Setelah anarki terjadi, keadaan kacau balau tersebut dikuasaai 
oleh penguasa yang keras. kuat. dan berkuasa untuk kepentingan sendri serta 




Pada zaman pertengahan, bentuk negara dan pemerintahan menurut 
Montesquieu ada tiga, yaitu Demokrasi, Monarki, dan Despostisme. Dari ketiga 
bentuk negara tersebut, tak satu pun bentuk pemerintahan yang dapat dikaitkan dari 
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ketiga teori bentuk negara yang ia paparkan
42
.  Beda halnya lagi pendapat yang 
dimiliki oleh Otto Koellreutter. Republik dan Monarki merupakan dua bentuk 
negara yang menjadi pendapatnya. Model pemerintahan dari republik pemimpinnya 
dipilih oleh orang banyak dan memilik asas persamaan, sedangkan monarki tidak 
memilih sistem pemilihan pemimpin negara dengan orang banyak, tetapi 
berdasarkan keturunan dari sebuah dinasti
43
.  
Negara Kesatuan, Federal, dan Konfederasi merupakan bentuk-bentuk 
negara yang ada pada masa sekarang. Bentuk negara tunggal yang tidak terdiri dari 
beberapa negara, atau dengan kata lain tidak ada negara dalam negara merupakan 
betuk negara kesatuan. Model negara seperti ini merupakan bentuk negara yang 
memliki sistem pemerintahan tunggal dan tidak terbagi-bagi seperti negara federasi 
dan konfederasi
44
.  Negara federal adalah kumpulan negara yang melakukan 
penyatuan dalam hal kerja sama antarnegara
45
.  Dalam model negara ini, ciri yang 
dimiliki adalah upaya menyatukan konsep kedaulatan federal secara keseluruhan 
dengan kedaulatan negara-negara bagiannya
46
.  Sedangkan bentuk negara 
konfederasi adalah bentuk negara yang kedaulatan anggota negara konfederasi 
tersebut dimiliki oleh masing-masing negara, lain halnya pada negara federal yang 
hanya memiliki satu kedaulatan. 
Negara dari era modern sampai pada era post-modern dunia mengenal tiga 
bentuk pemerintahan secara umum, yaitu sistem presindesiil, sistem parlementer , 
serta sistem referendum dengan menggunakan teori trias politica dalam pembagian 
kekuasaan lembaga-lembaga negara. Dalam sistem parlementer, kepala negara 
dalam jabatannya hanya sebagai simbol, dan yang berkuasa untuk menjalankan 
roda pemerintahan adalah Perdana Menteri. Maka dari kepala pemerintahan (head 
of government) beserta kabinetnya dapat diberhentikan melalui mosi tidak percaya 
yang dilakukan oleh lembaga legislatif. 
B. Ketatanegaraan Islam Tentang Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden 
Belakangan ini ramai orang membicarakan soal pema'zulan terkait dengan 
situasi politik di parlemen akhirakhir ini. Sebagai bagian dari warga negara, ada 
baiknya kita mengetahui pandangan Fikih Islam soal pema'zulan ini. Pema'zulan 
diambil dari kata 'Azl yakni pemberhentian
47
. Fikih Islam mengenal dua istilah 
'Azl; pertama 'azl suami-isteri yang dikenal dengan KBIslam yaitu mencabut 
kelamin dari kelamin dan menumpahkan airnya di luar. 'Azl kedua, 'azl kekuasaan 
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yang disebut dengan impeachment atau maqlu. 'Azl kedua ini yang ingin kita 
telaah.  
Dalam sejarah kekhalifahan, ada dua kategori pema'zulan, pertama: 
Pema'zulan permanen (ma'zul mu'abbad) dengan menurunkan kepala negara atau 
pejabat tinggi negara dari Seorang khalifah akan diberhentikan dari kedudukanya 
jika melanggar beberapa syarat kepala Negara, yaitu khalifah masih menjaga 
syara‟, menerapkan hukum-hukumnya serta mampu untuk melaksanakan urusan- 
urusan negara dan tanggung jawab kekhalifahan. Para yuris muslim menyebutkan 
bahwa integritas pribadi (al-„adalah) yang rusak dan cacat fisik, merupakan alasan 
yang sah diberhentikannya kepala negara. Alasan lain berhentinya seorang khalifah 
adalah karena meninggal dunia, pengunduran diri, tertawan musuh, murtad, hilang 
akal karena pikun atau gila. 
  Qadim Zallum membuat dua klasifikasi pemberhentian khalifah; pertama, 
perubahan keadaan yang secara otomatis mengeluarkan khalifah dari jabatannya, 
yaitu terdiri dari, (a) kalau khalifah murtad dari Islam, (b) kalau khalifah gila total 
(parah) yang tidak bisa disembuhkan, (c) kalau khalifah ditawan musuh yang kuat, 
yang dia tidak mungkin bisa melepaskan diri dari tawanan tersebut, bahkan tidak 
ada harapan untuk bisa bebas; kedua, perubahan keadaan khalifah yang tidak secara 
otomatis mengeluarkannya dari jabatan khalifah, namun tidak boleh 
mempertahankan jabatannya, yang terdiri dari:  
a. Khalifah telah kehilangan „adholah-nya, yaitu telah   melakukan kefasikan secara 
terangterangan.  
b. Khalifah berubah bentuk kelaminnya menjadi perempuan atau waria.  
c. Khalifah menjadi gila namun tidak parah, terkadang sembuh terkadang gila.  
d. Khalifah tidak lagi dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifah karena 
suatu sebab, baik karena cacat anggota tubuhnya atau karena sakit keras yang 
tidak dapat diharapkan kesembuhannya. Adanya tekanan yang menyebabkan 
khalifah tidak mampu lagi menangani urusan kaum muslimin menurut pikirinnya 
sendiri, yang sesuai dengan hukum syara‟.  
Sedangkan menurut pemikir poltik Islam pada zaman klasik dan 
pertengahan yang mengemukakan mengenai pemberhentian kepala negara hanya 
Mawardi. Menurut Mawardi bahwa seorang imam dapat digeser dari 
kedudukannya sebagai khalifah atau kepala negara kalau ternyata sudah 
menyimpang dari keadilan, kehilangan panca indera atau organ-organ tubuh yang 
lain, atau kehilangan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-orang 
dekatnya atau tertawan. Tetapi Mawardi hanya berhenti sampai disitu, dan tidak 
menjelaskan tentang bagaimana cara atau mekanisme penyingkiran imam yang 




Jadi apabila diklasifikasikan menurut Mawardi ada dua hal kondisi dirinya 
dan karena dua hal tersebut, ia harus mundur dari imamah (kepemimpinan): (a) 
cacat dalam keadilannya; dan (b) cacat tubuh.  
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Adapun cacat dalam keadilannya alias fasik, maka terbagi kedalam dua 
bagian; pertama, akibat dari syahwat. Kedua, akibat dari syubhat. Bagian pertama 
karena (fasik karena syahwat) terkait dengan tindakan-tindakan organ tubuh, 
maksudnya ia mengerjakan larangan-larangan dan kemungkarankemungkaran, 
karena menuruti syahwat dan tunduk kepada hawa nafsu. Bagian kedua adalah 
terkait dengan keyakinan yang ditafsirkan dengan syubhat. Ia menafsirkan 
syubhat tidak sesuai dengan kebenaran. Adapun cacat tubuh yang terjadi pada 
tubuh imam (khalifah), maka terbagi kedalam tiga bagian, yaitu: (a) cacat panca 
indera; (b) cacat organ tubuh; dan (c) cacat tindakan.  
Sama seperti Mawardi, Maududi pemikir politik Islam kontemporer juga 
menerangkan mengenai pemberhentian kepala negara, tetapi tidak menjelaskan 
tentang bagaimana cara atau mekanisme memecat kepala negara, oleh siapa atau 
lembaga mana. Menurut Maududi bahwa apabila kepala negara menyeleweng 
atau gagal melaksanakan amanat umat dia dapat dipecat oleh umat. Sedangkan 
menurut kaum Khawarij, apabila seorang kepala negara apabila dia menyeleweng, 
bila dirasa perlu dapat diturunkan dari jabatannya, dan bahkan dapat dibunuh.  
Mengenai mekanisme pemberhentian kepala negara, tidak dikemukakan 
secara detail dan meyakinkan, juga tidak ada kesepakatan fuqaha tentang siapa 
yang berwenang memberhentikannya. Dalam kitab-kitab fiqh al-siyasah 
setidaknya ditemukan dua ekstrimitas sikap kaum muslimin; pertama, sikap 
sebagian kaum Mu‟tazilah, kalangan khawarij, dan Zaidiyah yang berpendapat 
bahwa khalifah yang telah menyimpang dan tidak layak lagi menjabat, maka ia 
diberhentikan dengan paksa, diperangi, atau dibunuh. Abu Bakar al-Ahsam 
(seorang muta‟zili) berkata, “menyingkirkan imam yang durhaka dengan 
kekuatan bersenjata itu wajib, bila telah ditemukan imam yang adil sebagai 
pengantinya”. 
  Abu Hanifah mendukung pendapat-pendapat tadi, ia mengatakan bahwa 
keimaman seorang zalim bukan saja batal, tetapi lebuh dari itu, diperbolehkan 
melakukan pemberontakan terhadapnya. Bahkan seyogyanya hal itu dilakukan 
dengan syarat pemberontakan itu memiliki faktor-faktor untuk dapat berhasil dan 
berfaidah dengan seorang yang adil dan baik sebagai pengganti orang yang zalim 
dan fasik, dan bukan semata-mata memecah belah kekuatan dan menghilangkan 
nyawa. Abu Hanifah berpendapat bahwasannya memberontak terhadap pimpinan 
Negara yang tidak sah adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syariat. Kedua, 
sikap pasrah dengan anjuran untuk sabar dan membari nasihat terhadap prilaku 
yang menyimpang dari seorang khalifah, sambil menampilkan hadits-hadits dan 
fakta sejarah pendukungnya serta kaidah fiqhiyah
49
.  
Sikap pasrah dan sabar terhadap penguasa zalim tersebut diperkuat pula 
dengan konsep bai‟at dan bahkan dianggap sebagai konsekuensi bai‟at itu sendiri. 
Hampir telah menjadi kesepakatan umum dikalangan umat terutama kaum Sunni 
bahwa bai‟at yang diberikan kepada imam itu tidak dapat ditarik kembali. 
Menurut Zallum, “kalau bai‟at tersebut sudah diberikan, maka ia wajib terikat 
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dengannya. Kalau yang memberikan baiat tersebut handaka menariknya kembali, 
maka tidak diperbolehkan. Membatalkan bai‟at sama artinya dengan melepaskan 
tangan dari ketaatan kepada Allah”. 
 Bai‟at itu identik dengan perjanjian atau kontrak politik atau kesepakatan 
atas dasar sukarela. Dalam hal bai‟at ini, kedudukan umat adalah selaku pemilih 
hak dan kekuasaan, sementara imam adalah wakil dari umat. Sebagai suatu 
kontrak, maka bai‟at itu akan batal demi hukum ketika salah satu pihak 
menciderai isi bai‟at tersebut atau ada unsur tekanan dan paksaan. 
Mengutip Abdul Qadim Zalum, definisi negara menurut alMawardi adalah 
alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Karena Islam 
sudah menjadi ideologi politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih 
konkret, bahwa Islam memerintahkan kaum Muslimin untuk menegakkan negara 
dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam. Masalah politik, 
ekonomi, sipil, militer, pidana, dan perdata diatur jelas oleh Islam. Hal itu 
membuktikan bahwa Islam merupakan sistem bagi negara dan pemerintahan, serta 
untuk mengatur masyarakat, umat, dan individu-individu
50
.  
Banyak para pemikir merumuskan definisi dan bentuk negara menurut 
perspektif Islam. Roger F. Soltau melihat bahwa negara merupakan sarana atau 
alat mengimplementasi kehendak dan cita-cita warga negaranya, karena tujuan 




Adanya persoalan bersama itu menunjukkan bahwa manusia merupakan 
makhluk sosial yang saling bekerja sama dan membantu satu sama lain. Bagi al-
Mawardi, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki 
kelemahan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan 
dari pihak lain, sehingga mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, 
juga agar manusia tidak sombong dan arogan.
52
 Kelemahan ini mendorong 
manusia untuk hidup berkelompok, bersatu, saling membantu, dan berusaha, 
sehingga akhirnya akan mendorong manusia untuk membentuk suatu negara (a 
state). Artinya, lahirnya sebuah negara berawal dari keinginan manusia untuk 
mempertemukan kebutuhankebutuhan umum mereka, dan juga berasal dari 




Dalam pandangan al-Mawardi, sebuah negara membutuhkan enam sendi 
utama untuk berdiri; pertama, menjadikan agama sebagai pedoman. Agama 
diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pembimbing hati nurani manusia. 
Agama merupakan fondasi yang kokoh untuk menciptakan kesejahteraan dan 
ketenangan negara. Kedua, pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang 
melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Dengan kriteria ini seorang 
pemimpin dapat mengompromikan beberapa aspirasi yang berbeda, sehingga 
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dapat membangun negara mencapai tujuan. Ketiga, keadilan yang menyeluruh 
yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada 
pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi. Keadilan itu 
bermula dari sikap adil pada diri sendiri, kemudian kepada orang lain. Keadilan 
kepada orang lain dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu; 1) adil kepada 
bawahan (subordinat), seperti keadilan kepala negara kepada wakil atau pejabat 
eksekutif bawahannya, 2) adil kepada atasan (superior), yaitu keadilan yang 
dilakukan oleh rakyat kepada kepala negara, untuk patuh, loyal dan siap 
membantu negara, dan 3) adil kepada sejawat (peer), yaitu keadilan kepada orang 




Keempat, keamanan semesta, yang akan memberi inner peace (kedamaian 
batin) kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif 
dalam membangun negara. Kelima, kesuburan tanah air yang berkesinambungan, 
yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan 
kebutuhan ekonomis lainnya sehingga konflik antarpenduduk dapat dikurangi dan 
teratasi. Keenam, harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Kehidupan 
manusia melahirkan generasi-generasi masa depan. Generasi sekarang harus 
mempersiapkan sarana dan prasarana, struktur dan infrastruktur bagi generasi 
mendatang. Orang yang tidak mempunyai harapan bertahan n (hope of survival) 
maka ia tidak mempunyai semangat dan usaha untuk hidup mapan.
55
 
Melalui enam sendi di atas diharapkan negara benar-benar mengupayakan 
segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong menolong sesama 
mereka, memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap warga, sehingga 
seluruh rakyat dapat menjadi laksana bangunan yang kokoh. Pada waktu yang 
sama memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara 




 Dari sendi pertama tersebut di atas, diketahui bahwa dalam konsep negara 
al-Mawardi, posisi agama sangat penting. Sebagaimana diketahui, terdapat dua 
corak pemikiran yang keduanya bersebrangan antara satu dengan yang lain terkait 
negara dan agama (Islam). Sebagian pemikir menganggap bahwa Islam dan 
negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sedangkan yang 
lain berpendapat bahwa keduanya harus dipisahkan.
57
 Al-Mawardi cenderung 
pada corak pertama, bahwa agama dan negara saling membutuhkan. Agama 
membutuhkan negara, karena dengan negara maka agama dapat berkembang. 
Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat 
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berkembang dalam bimbingan etika dan moral.
58
 Al-Mawardi mengatakan, 
“Kekuasaan dengan dibarengi agama akan kekal, dan agama dibarengi dengan 
kekuasaan akan kuat”.
59
 Pada bagian awal dari karyanya yang terkenal al-Ahkâm 
al-Sult } âniyyah } , al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpinan negara 
merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama 
dan mengatur dunia.
60
 Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua 
jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotis. Keduanya 
merupakan dua dimensi dari misi kenabian.
61
 Allah mengangkat untuk umat-Nya 
seorang pemimpin pengganti (khalifah) Nabi SAW, untuk mengamankan negara 
disertai dengan mandat politik. Dengan demikian, seorang khalifah atau imam 
adalah pemimpin agama di suatu pihak dan menjadi pemimpin politik di lain 
pihak. Al-Mawardi tidak mendikotomikan antara pemimpin politik dan pemimpin 
agama. Negara merupakan lembaga politik dengan sanksi-sanksi keagamaan. 
Sejarah juga telah menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika memimpin Negara 
Madinah, selain sebagai pembawa ajaran Allah juga sebagai pemimpin negara. 
Al-Mawardi sendiri tidak menjelaskan tentang definisi negara Islam secara 
rinci. Namun menurutnya bentuk sebuah negara adalah khilâfah. Pemikiran ini 
dipengaruhi bahwa al-Mawardi hidup dalam sistem pemerintahan khilâfah yang 
berlaku pada saat itu. Baginya, khilâfah mendekati sistem demokrasi tidak 
langsung. Hal itu bisa dilihat dari pengangkatan khalifah atau imam, kriteria-
kriteria atau syarat menjadi khalifah, dan tata cara pemilihannya. 
C. Persamaan dan Perbedaan Pemakzulan Kepala Negara   dalam sistem 
Ketatanegaraan Islam 
Kedudukan Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah 
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. sedangkan khalifah dalam sistem 
ketatanegaraan Islam memiliki dua peran sekaligus, yaitu (1) sebagai pemimpin 
negara untuk menjalankan kehidupan pemerintahan serta melayani masyarakat 
yang dibantu oleh para pembantunya dalam pemerintahan, serta (2) menjadi 
pemimpin agama yaitu untuk menjaga marwah dan menegakkan hukum Allah di 
muka bumi. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, hanya 
memiliki peran untuk dapat menjalankan roda pemerintahan, baik yang sifatnya 
internasional, maupun nasional. Hal ini merupakan resiko dari pluralitas agama 
yang dimiliki oleh Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya adalah Islam. 
Untuk itu presiden haruslah menjaga keberagamaan tersebut. Yang paling penting 
dari peran presiden adalah menjalankan tugas dan wewenang, serta melaksanakan 
amanat yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang. 
Terkait masalah pemakzulan, khalifah sebagai kepala negara dapat saja di-
impeach kemudian dimakzulkan, namun proses peradilan politik tersebut sangat 
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bervariasi, dan tergantung dari negara Islam yang menganutnya. Sebagai contoh, 
dinasti Abbasiyah dan negara Iran yang pernah melakukan proses impeachment 
dan pemakzulan terhadap peminpinnya. Pada era dinasti Abbasiyyah, pemakzulan 
dilakukan terhadap khalifah Rasyid Billah yang di-impeach lalu kemudian 
dimakzulkan oleh ahlul halli wal aqdi karena telah melakukan ketidakadilan, 
pembunuhan brutal, serta meminum khamr.
62
Kemudian pada tahun 1981 Imam 
Khomeini sebagai ketua Dewan Faqih memakzulkan presiden pertama Iran yang 
di-impeach karena dianggap oleh Parlemen Iran telah melakukan gerakan 
perlawanan terhadap ulama. 
Dapat kita lihat persamaan pemakzulan yang dilakukan di Indonesia, yaitu 
melalui ahlul halli wal „aqdi atau dewan faqih (parlemen Iran), yang di Indonesia 
dikenal dengan DPR/MPR. Akan tetapi perbedaannya adalah, pada kedua contoh 
praktek peradilan politik dari sistem ketatanegaraan Islam tersebut tidak 
menggunakan lembaga yudikatif untuk mengkaji dan menguji impeachment yang 
diusulkan oleh oleh rakyat atau melalui lembaga perwakilan, seperti yang 
tercantum dalam konstitusi Indonesia. 
DPR sebagai lembaga legislatif Indonesia merupakan lembaga yang 
memiliki tugas untuk dapat membuat produk hukum di Indonesia, kemudian 
melakukan pengganggaran untuk memberikan dana kepada pemerintah untuk 
dapat menjalankan programnya yang mensejahterahkan rakyat, membangun 
negara baik dari sumber daya manusia, maupun sumber daya alam. Selain kedua 
tugas tersebut, DPR memiliki tugas unt.uk mengawasi kebijakan pemerintah 
(checks and balances). Jika melakukan kesalahan dalam melakukan kebijakan, 
atau melakukan pelanggaran hukum dan/atau konstitusi, maka DPR memiliki hak 
untuk meminta keterangan terhadap hal tersebut, jika tidak ditanggapi, maka hal 
ini memungkinkan DPR untuk impeachment dan melakukan pemakzulan terhadap 
presiden. Hal serupa dapat dilakukan oleh lembaga ahlul halli wal „aqdi atau biasa 
juga disebut sebagai majelis syura‟ dalam konsep ketatanegaraan Islam untuk 
dapat meng-impeach dan memakzulkan kepala negara atau khalifah. Praktik 
peradilan politik yang oleh lembaga perwakilan rakyat pada sistem ketatanegaraan 
Islam ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap perilaku khalifah, serta 
membuat perundang-undangan atau produk hukum yang belum tercantum dalam 
Al-Qur‟an dan As-Sunnah untuk menjawab problematika ummat.
63
  
negara atau khalifah secara umum yang telah dibahas pada subbab 
sebelummnya, memiliki dua belas faktor yaitu,  
1.melanggar syari‟at,  
2.melanggar konstitusi,  
3.melanggar hukum, 
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4.menyimpang dari keadilan,  
5.kehilangan panca indera, atau organ tubuh lainnya,  
6.kehilangan wibawa dan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-
orang dekatnya,  
7.tertawan musuh,  
8.menjadi fasik atau jatuh ke dalam kecenderungan syahwat, 9.) mengganti 
kelamin,  
10.menderita sakit gila atau cacat mental,  
11.menderita sakit keras yang tidak ada lagi harapan untuk sembuh, dan  





       BAB IV 
ANALISIS PERBANDINGAN PEMAKZULAN PRESIDEN ABD 
RAHMAN WAHID MENURUT UUD 1945 DAN HUKUM TATA NEGARA 
ISLAM 
 
A. Pandangan fiqih siyasah terhadap pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid 
menurut UUD 1945 
Ketika Indonesia terbentuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat pada 17 
Agustus 1945, konstitusi yang digunakan pada saat itu (Undang Undang Dasar 1945) 
tidak mengatur bagaimana mekanisme pemakzulan dapat dilakukan dan alasan apa yang 
dapat membenarkan impeachment boleh dilakukan.UUD 1945 tidak mengatur secara 
eksplisit dan detail mengenai hal tersebut. UUD 1945 hanya mengatur mengenai 
penggantian kekuasaan dari presiden kepada wakil presiden jika presiden mangkat, 
berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya sebagai mana 
tertera dalam Pasal 8 UUD 1945.Tidak adanya pengaturan yang eksplisit dan detail 
mengenai alasandan mekanisme pemakzulan tersebut menyebab kekosongan konstitusi 
(constitutionale vacuum) mengenai hal tersebut dalam UUD 1945.
64
 
Dalam ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, MPR dapat 
memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya. Kedudukan dan Hubungan 
Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara 
yang menjelaskan alasan pemberhentian tersebut sebagai berikut : 
a.Atas permintaan sendiri. 
b.Berhalangan tetap. 
c.Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.
65
 
DPR melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk segala 
tindakan-tindakan presiden dalam ranka pelaksanaan Haluan Negara. Namun apabila 
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DPR menganggap Presiden telah melanggar Haluan Negara, maka DPR menyampaikan 
memorandum untuk mengingatkan Presiden. 
Dalam penjelasan UUD 1945, DPR menganggap bahwa presiden sungguh 
melanggar  Haluan Negara yang diundangkan untuk persidangan istimewa agar supaya 
dapat minta pertanggungjawaban kepada presiden. Kemudian didalam ketetapan MPR 
No.III/MPR/1978 juga diatur mekanisme pertanggungjawaban Presiden. Apabila DPR 
berpendapat bahwa Presiden  sungguh-sungguh melanggar garis-garis besar haluan 
Negara dan UUD, maka DPR menggelar Sidang Istimewa MPR dengan terlebih dahulu 
memberikan peringatan (memorandum) sebanyak tiga kali. Peringatan pertama 
diberikan agar selama tiga bulan memperbaiki diri. Jika setelah tiga bulan tidak 
berubah, diberikan lagi peringatan kedua. Dan jika dalam sebulan presiden tidak 
memperhatikan peringatan DPR maka DPR meminta kepada MPR untuk mengadakan 




Namun, pasca amandemen UUD 1945 pada pasal 7A dan pasal 7B 
mengatursecara konkrit mengenai prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
presiden begitu pula dengan pengambilan keputusannya 
Dalam mengambil sebuah keputusan untuk memberhentikan Presiden 
dan/atauWakil Presiden, “Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat ke pada 
Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurangkurangnya2/3 
dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang  hadir dalam sidang  paripurna 




Ini sama dengan MPR yang mengambil sebuah keputusan melalui dukungan 
dengan suara mayoritas, hanya saja Keputusan Majelis Permusyawaratan  Rakyat atas 
usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat 
paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 
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dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota 
yang hadir. 
Agar mengetahui itu kita lihat bagaimana pemberhentian khalifahyang terdapat 
dalam kitab Fiqh Siyasah sebagai berikut: 
Ketika pada masa dulu suatu kelompok yakni Mu‟tazilah, Zaidiyyah, Ahli 
Sunnah, dan para ulam murijah berpendapat bahwa ketika khalifah telah berubah 
perilaku baiknya dan menyimpang dari kebenaran, maka wajib mengangkat senjata 
untuk memberhentikanya. Golongan Khawarij berpendapat maka wajib dipecat dan di 
bunuh 
Pendapat seperti ini mendapat dukungan dariImam Abu Hanifah mengatakan 
bahwa keimanan seseorang yang zalim bukan sajabatal tetapi lebih dari itu, maka dari 
itu kata beliau dibolehkan melakukan pemberontakan terhadapnya, tetapi harus 
dilakukan dengan professional atau adil agar bisa menggantikan seorang pemimpin 
yang zalim dan fasik dengan pemimpinbaru yang adil dan baik. Kemudian Abu Hanifah 
menyatakan memberontak terhadap pimpinan negara yang tidak sah dibenarkan oleh 
syari‟at. 
Bukan hanya Abu Hanifah yang berpendapat seperti demikian, tetapi banyak 
kalangan dari para fuqaha seperti Sa‟id Bin Jubair, al-Sya‟ibi, dan Ibnu Abi Laila.Pada 
dasarnya berpendapat sama halnya denga pendapat Abu Hanifah, hanya saja mereka 
melihat  ketika kontrak khalifah tidak dapat dibubarkan selama tidak ada alasan-alasan 
yang sah. Kepala negara harus meletakan jabatanya apabila telah melanggar atau 
memiliki kekurangan yang tidak bisa disembuhkan, tetapi selama khalifah masih 
mampu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Ia tidak boleh meletakan jabatanya. 
Dan para fuqaha sepakat bahwa ketika khalifah tidak bermoral atau menyimpang dari 
akhlak yang baik maka ia boleh turun, tetapi apakah orang lain harus atau dapat 
memberhentikannya maka diperlukan ijtihad dalam kasus seperti ini. 
Melihat berbagai pandangan ulama diatas, menggambarkan bahwa ketikak 
halifah pada masa itu belum pernah terjadi pemberhentian khalifah dengan 




melalui Mahkamah Mazhalim dan Majelis Syuroatau Ahlul halli wal aqdi dengan 
mengambil keputusannya melalui musyawarah yang panjang dan sangat berhati-hati 
karena kasus yang ditangani sangat berat. 
Bisa disimpulkan ketika seorang khalifahtelah terbukti melakukan pelanggaran 
atau sudah tidak memenuhi syarat sebagai khalifah maka dalam masalah pemecatan 
khalifah yang berhak memecat khalifah adalah Mahkamah Mazhalim (pemegang 
kekuasaan tertinggi didalam bidang peradilan) pemecatan yang dilakukan oleh khalifah 
harus berdasarkan rekomendasi dari dewan konstitusi tinggi yang menyatakan bahwa 
seorang khalifah melanggar syariat atau konstitusi hasil musyawarah mufakat atau 
kesapakatan mayoritas. Melakukan penilaian terhadap perilaku seorang khalifah atau 




Dalam mengambil keputusan anggota majelis menggunakan cara sebagai 
berikut: 
1. Suara Mayoritas (Al-akthariyyah) 
Menggunakan suara mayoritas untuk pengambilan keputusan dalam 
memberhentikan khalifah sebagaian ulama menolak menggunakan suara  mayoritas, 
sebab ia tidak lepas dari kontroversi karena bukan menjadi ukuran kebenaran, sebab 
jumlah pendapat yang banyak belum tentu berorientasi kepada kebenaran, konsep dasar 
dalam Islam mengenai suara mayoritas adalah ijma‟sedangkan pengertian ijma‟adalah 
kesepakatan suara mayoritas. Perlu dilihat bahwa suara mayoritas dengan jumlah yang 
menimpun dapat dijadikan dalam hal-halbersifat tidak krusial, lain halnya dengan 
keputusan-keputusan yang menyangkut masalah yang sangat penting misalnya 
menuntut seorang presiden untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Harus diperoleh 
dari dua pertiga (2/3)anggota majelis. Pengambilan keputusan berdasarkan suara 
mayoritas memang bukanlah menjadi kebenaran hakiki, namun setidaknya dengan 
adanya suara mayoritas suatu masalah yang didiskusikan oleh orang-orang yang 
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memiliki kapalitas intelektual yang kuat, sangat mungkin keputusan yang benar akan 
diperoleh atau paling tidak mendekati kebenaran. 
2. Voting (Al-Taswit) 
 Taswit dengan suara mayoritas tidak jauh beerbeda, hanya saja pengertian 
voting lebih cendrung kepada proses politik, voting dilakukan oleh majelis ketiaka 
mendapatkan jalan buntu untuk mengambil keputusan secara mufakat dalam masalah 
yang diperdebatkan karena voting adalah jalan yang terakhir jika setelah tidak dapat 
melakukan alternatif lain dalam mengambil sebuah keputusan, tidak dapat dipergunakan 
untuk menetapkan perkara-perkara hukum yang sudah tetap adanya (Tsawabit).Karena 
ia hanya dapat digunakan untuk masalah-masalah yang bersifat Ijtihadiyyah seperti 
masalah Undang-undang tentang pendidikan dan privat”. Ketentuan-ketentuan yang 
telah pasti secara syariat tidak dapat diganggu gugat melalui voting. Sesungguhnya 
ijtihad Ahlul halli wal aqdi adalah salah satu dasar yang baku setelah Al-Qur‟an dan 
Sunnah, oleh karena itu apabila pendepat mereka sama wajib atas seluruh rakyat atas 
para penguasanya melaksanakanya. Secara umum putusan yang diambil oleh Majelis 
Syuro wajib diikuti oleh kaum muslimin,kecuali keputusan-keputusan yang jelas 
bertentangan dengan syariat dan tidak mengikat secaara hukum. Seorang imam wajib 
dipecat jika Iatidak mengikuti keputusan majelis. 
 Dalam kajian politik Islam ada dua istilah dalam penyebutan hasil musyawarah 
tersebut yaitu: 
a. Syuro Mulzimah adalah hasil musyawarah yang wajib ditepati secara hukum. 
Khalifah dan masyarakat wajib mengikuti hasil musyawarah tersebut. Prosedur 
untuk Syuro Mulzimah adalah majelis melakukan musyawarah untuk 
menentukan masalah kepentingan public, walaupun tanpa pengetahuan khalifah. 
Dalam hal ini menggunakan hak yang salah satunya melakukan musyawarah 
untuk masalah umum walupun tanpa persetujuan. 
b. Syura Mu‟limahadalah hasil musyawarahnya tidak mesti disepakati oleh 
khalifahdan masyarakat. Bentuk Syuroini khalifah meminta saran pada majelis 




mesti untuk dijalankan dan ditepati, SyuroMu‟limah sangat mirip dengan fatwa, 
hasil fatwa tidak mesti dilakukan, jika hasilnya penalaran (ijtihad) khalifah yang 
lebih maslahat dari pada hasil fatwa.
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Berdasarkan pengalaman sejarah ketatanegaraan Indonesia, maka dalam 
amandemen UUD 1945 ini pulalah pertama kalinya dikenal sebuah lembaga baru yang 
bernama Mahkamah Konstitusi (MK), terutama setelah penetapan perubahan ketiga 
pada tanggal 9 november 2001. 
Dalam ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa, kekuasaan 
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 
di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 




Dengan demikian, kekuasaan di bidang yudisial berada pada dua lembaga 
negara, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Secara teoretik, Mahkamah 
Konstitusi dibentuk dengan maksud agar berfungsi sebagai lembaga negara yang 
mempunyai otoritas di dalam menafsirkan konstitusi, sekaligus menyelesaikan sengketa 




Dengan demikian, jelas bahwa adanya lembaga Mahkamah Konstitusi yang 
pengaturannya dimuat dalam Pasal 24C Bab IX tentang kekuasaan kehakiman yang 
berfungsi untuk melakukan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi, sesungguhnya 
lahir karena “setting sejarah” perseteruan antara Presiden Abdurrahman Wahid dan 
DPR dalam kurun waktu Januari-Juli 2001. Ujung perseteruan itu adalah di-impeach-
nya Presiden Gus Dur dari kursi kekuasaan Presiden. 
Dengan demikian, keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam impeachment 
Presiden tidak terlepas dari latar belakang sejarah ketatanegaraan dan belajar dari 
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pengalaman negara-negara lain yang sudah ada terlebih dahulu keberadaannya. Apabila 
dilihat dari sudut hukum tata negara setelah UUD 1945 diamandemen, maka mekanisme 
pemberhentian (impeachment) Presiden dalam masa jabatannya itu menurut UUD 1945 
harus terlebih dahulu diuji kebenaran atas dugaan yang diajukan oleh sebagian atau 
keseluruhan anggota DPR kepada Mahkamah Konstitusi.
72
 Jika seorang Presiden dipilih 
oleh rakyat, maka seorang presiden dapat juga diberhentikan di tengah jalan dan 
pemberhentian ini tidak perlu dilakukan oleh rakyat, tetapi cukup melalui parlemen 
dengan atau tanpa bekerjasama dengan beberapa lembaga lain, kemudian menghasilkan 
suatu prosedur yang disebut dengan “pemakzulan” (impeachment). Mekanisme 
impeachment ini berbeda-beda di berbagai Negara sesuai situasi, kondisi, historis, 
filosofis dan sistem ketatanegaraan dari negara yang bersangkutan. Semangat dari 
diintrodusirnya pranata hukum mengenai impeachment ini, di samping pihak Presiden 
harus bertanggung jawab kepada rakyat baik secara angsung ataupun melalui parlemen, 
juga merupakan salah satu bentuk perwujudan secara nyata dari prinsip checks and 
balances antara satu cabang negara (dalam hal ini parlemen atau pengadilan) terhadap 
pihak eksekutif. 
Pengambilan putusan pemberhentian khalifah dalam Islam menggunakan sura 
mayoritas dan voting, hal ini sama dengan yang ada dalam UUD1945 hanya saja dalam 
UUD 1945 untuk pengambilan suara atau dukungan dari DPR ada tata caranya 
tersendiri, karena ketentuan dalam UUD 1945 pengambilan putusan harus ada 
dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang 
hadir dalam sidang paripurna yangdihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 
Inilah letak perbedaanya, karena dalam Islam tidak ada batasan atau syarat 
sekian persen harus hadir dalam sidang atau musyawarah dalam pengambilan putusan 
untuk memberhentikan khalifahyang dilakukan para fuqaha. Kendati demikian karena 
dalam Islam tidak adanya permainan politik untuk pengambilan putusan 
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memberhentikan khalifah sebab pada ketentuan UUD 1945 DPR dan MPR bisa saja 
tidak hadir dalam rapat paripurna pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 
karena alasan politik, namun dalam Islam tidak demikian. Sebagai orang yang dipilih 
untuk menegakan hukum-hukum Allah kepada Majelis Syuro(Ahlul halli wal aqdi), 
Dewan Konstitusi Tinggi dan Mahkamah Mazhalim untuk memberhentikan khalifah, 
mereka memutus sesuai dengan hukum-hukum Allah dan tidak ada alasan untuk tidak 
mengadili jika khalifah, melanggar syari‟at Islam. 
Menurut pandangan Fiqih Siyasah terhadap alasan dan mekanisme Impeachment 
Presiden Abdurrhaman Wahid, bahwa di dalam alasan-alasan yang telah di sebutkan di 
dalam Ketatanegaraan Islam adalah tentang hilangnya sifat „Adalahatau hilangnya rasa 
keadilan presiden yang bisa dijelaskan didalam UUD 1945 yaitu: 
1. Presiden telah melanggar GBHN tepatnya melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang 
sumpah  jabatan. yaitu karena ketidakhadiran dan penolakan Presiden Abdurrahman 
Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR RI tahun 
2001 dan penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001yang 
berisi pembekuan MPR RI, pembekuan Partai Golkar serta mempercepat pemilihan 
umum Didalam Islam berupa penghianatan terhadap Negara berupa Makar dan Bughot 
(pemberontakan). 
2. Presiden telah melanggar GBHN tepatnya melanggar TAP MPR Nomor 
XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dalam 
Islam berupa pencurian dan penipuan. 
3. Melakukan kebohongan publik dan inkonsistensi dalam memberikan pernyataan, 
Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan yang kontroversial dan 
dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu memberhentikan Jenderal 
Polisi S. Bimantoro sebagai Kapolri dan menggantinya dengan Komisaris Jenderal 
Polisi Chaerussin Ismail. Kebijakan ini dinilai melanggar Pasal 7 ayat (3) Ketetapan 
MPR No. VI/MPR 2000 yang mengharuskan adanya persetujuan DPR RI untuk 





Dan tinjauan mengenai mekanisme pemakzulan Presiden Abdurrahman wahid 
dalam Ketatanegaraan Islam yaitu bahwa: 
pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 
1 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna ke-36 menggunakan cara 
Syuro(musyawarah)oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
Melalui Memorandum II kepada presiden Abdurrahman Wahid melalui proses 
voting. Dalam voting, 363 suara setuju Memorandum II, 52 menolak, 42 abstain. 
Mereka yang tidak setuju sebagian besar berasal dari F-PKB yang dikenal sebagai 
pendukung presiden. Dalam sidang tersebut, 7 dari 10 fraksi setuju menjatuhkan 
peringatan keras (Memo II) kepada presiden. Dua fraksi F-KB dan F-PDKB menolak, 
sementara F-TNI/Polri memilih netral dan menyetujui agar perbedaan penafsiran antara 
presiden dan DPR diselesaikan melalui MPR. 
Musyawarah ini dilakukan dengan tidak seharusnya disepakati oleh Presiden 
Abdurrahman Wahid karena bentuk musyawarah yang dilakukan oleh anggora MPR 
dan DPR pada tanggal 30 April 2001 ketua MPR pada saat itu Amien Rais meminta 
saran kepada seluruh anggota MPR dan DPR untuk suatu tindakan atas kebijakan yang 
dikeluarkan presiden Abdurrahman Wahid. 
B. Konsep Asas Negara Hukum tentang pemakzulan dalam pasal 7B UUD 1945 
Indonesia dicita-citakan oleh the founding parents sebagai suatu negara  hukum.  
Bahkan  pada  UUD  1945 pasca amandemen, pada Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa 
“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.  Dalam  konsep  bernegara  yang  
menjunjung  supremasi hukum,  idealnya  ada  saluran  hukum  yang  dimungkinkan  
bagi Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden    untuk  secara  konstitusional mengajukan  
keberatan  atas  ketetapan  MPR  dinilai  kurang mencerminkan rasa 
keadilan
73
.Namun, selama ini pembangunan bidang hukum hanya bersifat sektoral. 
Termasuk ketentuan UUD 1945 mengenai pemberhentian Presiden  dan/atau  Wakil  
Presiden  dilaksanakan  menurut  UUD 1945. Ketentuan pemberhentian Presiden 
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dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945, 
yaitu: 
 ”Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat yang di hadiri sekurang-kuranya ¾ dari jumlah anggota di 
setujiui oleh sekurang-krangya 2/3 jumlah anggota  yang  hadir, setelah Presiden 
dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat 
paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat”
74
 
Apabila  kita  cermati  dengan  seksama,  ketentuan  pasal  di atas  merupakan  
pengingkaran  terhadap  konsep  negara  hukum yang dibangun di Indonesia. Dalam 
bunyi ketentuan di atas jelas bahwa  apabila  MK  memutus  Presiden  dan/atau  Wakil  
Presiden melakukan  pelanggaran  hukum,  pada  akhirnya  MPR  menggelar sidang 
paripurna untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.  Mekanisme  
pemberhentian  di  MPR  dilakukan  dengan mekanisme voting, yaitu keputusan 
diambil dengan dihadiri  oleh sekurang-kurangnya  3/4  dari  jumlah  anggota  dan  
disetujui  oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. 
Terhadap asas negara hukum yang senantiasa menjunjung tinggi supremasi  
hukum,  hendaknya UUD  1945  memberikan ketentuan bahwa  putusan  MK  harus  
dijalankan  sepenuhnya  oleh  MPR. Namun selama ini  UUD 1945 megatur 
mekanisme  pemberhentian Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dengan  tanpa  
memandang penting  keberadaan  keputusan  hukum.  Implikasinya,  apabila MK  
memutuskan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  melakukan pelanggaran,  namun  
MPR  tidak  menyetujui  pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Maka 
sendi-sendi hukum dapat diruntuhkan  oleh  UUD  1945,  mengingat  secara  formal  
tindakan yang dilakukan oleh MPR adalah konstitusional karena UUD 1945 mengatur 
demikian. Oleh  karena  itu,  hendaknya  UUD  1945  dipahami  dan dikembangkan  
secara  holistik  sebagai  satu  kesatuan  sistem. Apalagi,  negara  hendak  dipahami  
sebagai  suatu  konsep  hukum, yaitu sebagai negara hukum. Dalam hukum sebagai 
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suatu kesatuan sistem terdapat elemen kelembagaan (elemen institusional), elemen 
kaedah aturan (elemen instrumental), dan elemen perilaku para subjek hukum yang 




Dalam prespektif lain, menurut Lukman Hakim menyataakn bahwa negara 
hukum tida bergantung pada adanya peryataan dalam  UUD  bahwa  negara  itu  
adalah  negara  hukum.  Meskipun UUD menyatakan bahwa suatu negara adalah 
berdasarkan hukum, belum merupakan jaminan bahwa negara dimaksud dalam praktik 
penyelenggaran  pemerintah  negaranya  mencerminkan  negara hukum. Sebab di 
negara yang demikian ini tidak adanya pembatasan tingkah laku dan perbuatan yang 
dilakukan oleh para penguasanya. Apabila  UUD  tidak  menyatakan  suatu  negara  
sebagai  negara hukum, namun dalam praktiknya mencerminkan eksistensi eksplisit 
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dan pemerintahan yang terbatas dan  
terkontrol, maka  secara  kategoristik  dapatlah  negara itu disebut sebagai negara 
hukum yang demokratis. 
Walaupun  demikian,  terdapat  beberapa  alasan  lain  yang menyatakan  bahwa  
ketentuan  pasal  di  atas  justru  merupakan manifestasi atas negara hukum yang 
demokratis, karena Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  dipilih  oleh  rakyat  dengan  
mekanisme pemilihan umum yang demokratis, maka  pemberhentian Presiden 
dan/atau  Wakil Presiden harus dilaksanakan  oleh  rakyat  melalui MPR  sebagai  
lembaga  perwakilan  rakyat  yang  merupakan manifestasi dari kekuasaan rakyat. 
Namun, dalam upaya penegakan  hukum  dan konstitusi tidak dapat  
dilaksanakan  dengan  hanya  mendasarkan  pada  bunyi teks  suatu  hukum  dengan  
tanpa  mempertimbangkan  penegakan hukumnya. Permasalahan besar dan  hal ini 
terlihat dalam realitas hukum  di  Indonesia  saat  ini  yaitu  ketika  prosedur  dijadikan 
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  sehingga  berimplikasi  pada  kemungkinkan  para  pejabat yang  kebetulan  
bersalah  atau diduga bersalah menjadikan  alasan prosedur  sebagai  alasan  untuk  
melanggengkan  jabatan  sehngga merapuhkan  sendi-sendi  hukum  dan  keadilan  
yang  dibangun di Indonesia. Atas hak demikian, sudah seharusnya prosedur 
mengikuti substansi sehingga terwujud keadilan yang substantif. 
Di  samping  itu,  secara  normatif  berdasarkan Pasal  1  ayat (2) UUD  1945  
dapat dibenarkan  bahwa  Negara Indonesia menganut paham  demokrasi  
konstitusionalisme
77
  yang  mana  menurut K.C.  Wheare,  kedudukan  konstitusi  
Indonesia  dapat  dimaknai pada  dua  aspek,  yaitu  aspek  hukum  dan  aspek  moral.  
Pertama, konstitusi  dilihat  dari  aspek hukum  mempunyai  derajat  tertinggi 
(supremacy), dasar pertimbangannya karena  konstitusi dibuat oleh badan pembuat 
undang-undang atau lembaga-lembaga yang mana pembentukannya  atas  nama  
rakyat,  berasal  dari rakyat. Sehingga kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat dan 
harus dilaksanakan langsung kepada masyarakat untuk kepentingan mereka. 
Kedua,  konstitusi  dilihat  dari  aspek  moral  sebagai  landasan fundamental,  
sehingga  konstitusi  berada  di  bawahnya.  Dengan kata  lain,  konstitusi  tidak  boleh  
bertentangan  dengan  nilai-nilai  universal  dan  etika  moral.  Oleh  karena  itu,  
apabila  aturan konstitusi bertentangan dengan etika moral, maka konstitusi harus 
dikesampingkan. 
                                                          
76
Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang, Legisprudence (Jakarta, Prenada Media 
Gruop: 2009) hl 231. 
77
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 






     BAB  V 
           PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1.Tinjauan Umum tentang Pemakzulan pemakzulan secara etimologis 
mempunyai dua arti, pendakwaan,   tuduhan: panggilan untuk melakukan 
pertanggung jawaban. Dalam Black‟s again Dictionary mendefinisikan 
pemakzulan sebagai ; A ceiminal proceeding againts a public officer, 
before a quasi political court, instituted by a write accusation called 
articles of pemakzulan” sebuah prosedur pidana terhadap petugas apublic, 
(sebelum pengadilan politik kuasi, yang ditetapan oleh sebuah tuduhan 
tertulis yang disebut artikel pemakzulan). 
2.Pemakzulan dalam Tata Negara Islam Kukuasaan Presiden, Presiden 
merupakan suatu jabatan personal yang memiliki jabatan tertinggi dalam 
suatu negara, dan hanya di isi oleh seorang saja, tidak seperti lembaga 
kekuasaan lain yang mempunyai beberapa fungsi dan tugas. Asal kata 
Presiden ialah dari bahasa latin, yaitu “praesidere” yang berarti pemimpin. 
Bukan raja sebagaiman pada sistem pemerintahan monarki. 
3.Analisis perbandingan Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid 
menurut UUD 1945 dan Hukum Tata Negara Islam, Ketika Indonesia 
terbentuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat pada 17 Agustus 
1945, konstitusi yang digunakan pada saat itu (Undang Undang Dasar 
1945) tidak mengatur bagaimana mekanisme pemakzulan dapat dilakukan 
dan alasan apa yang dapat membenarkan impeachment boleh 




  1. Saran ini di tunjukan untuk lembaga tertinggi di indonesia, agar 
pemakzulan tidak terjadi lagi terutama bagi pemimpin negara Presiden 
dan/atau Wakil Presiden karna di setiap ada pemakzulan bisa terjadi 
perpecahan, belajar terhadap kasus yang menimpa Abdurrahman Wahid, 
setidaknya ada beberapa pelajaran yang menjadi perhatian khusus dalam 
hal pemakzulan terhadap Presiden 
    
 2.   Ditunjukkan untuk Mahkamah konstitusi untuk adanya perubahan 
dalam peraturan Mahkamah Konstitusi terkait memutus pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan 
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dimana putusan final dan mengikat 
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